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Saifullah Anwar B11110355 Kriminalisasi Kebijakan Terhadap 
Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi 
Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan) di bawah 
bimbingan Bapak Aswanto sebagai pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin 
sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan 
terhadap kepala daerah dalam tindak pidana Administrative corruption dan 
untuk mengetahui kedudukan kepala daerah yang ditetapkan sebagai 
tersangka dalam perkara tindak pidana Administrative corruption. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan, dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Parepare. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara 
langsung dengan narasumber dan mengambil data langsung dari lokasi 
penelitian, serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu, 
literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah tersebut. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa  
(1) Pemidanaan terhadap Kepala Daerah khususnya Walikota Kota 
Parepare, dijatuhkan pidana dengan pidana penjara dan denda dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 
pidana kurungan. Bentuk pemidanaan dalam tindak pidana administrative 
corruption menggunakan double track system dengan bentuk imperatif 
fakultatif dimana hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara 
bersamaan dengan pidana denda yang sifatnya fakultatif. 
(2) Kedudukan Kepala Daerah ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam 
perkara tindak pidana administrative corruption sangat jelas bahwa dalam 
kasus Walikota Parepare, pelaku masih menjabat sebagai Kepala Daerah. 
Status tersangka oleh Walikota Parepare tidak kemudian secara otomatis 
diberhentikan dari jabatan. Pemberhentian dari jabatan Walikota Parepare 
ketika berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan di 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 
telah meningkat secara kuantitas. Perkara korupsi yang ditangani oleh 
penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan KPK) periode Tahun 2004-2012 
kurang lebih mencapai 11.973 kasus, di Tahun 2004, terdapat 619 kasus, 
sedangkan di Tahun 2012 meningkat sampai 2230 kasus korupsi 
(Marwan, 2013:8). Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi kini telah 
mencapai semua sektor baik sektor publik yaitu eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif maupun sektor privat, seperti perusahaan-perusahaan swasta.  
Cita-cita dan tujuan nasional Indonesia dalam Alinea IV Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah 
satunya untuk memajukan kesejahteraan umum menjadi terhambat 
dengan adanya korupsi.  
Dampak sistemik korupsi telah merusak perekonomian nasional, 
dan merugikan hak-hak sipil dan ekonomi masyarakat secara luas. 
Dengan demikian, tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan luar 
biasa (extra ordinary crime) yang penanganannya juga dituntut dengan 
cara yang luar biasa.  
Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat 
publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, 
keluarga, kroni dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara 
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(Jawade Hafidz, 2013:5). Pejabat adalah seseorang yang bertindak 
sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas 
nama jabatan. Dalam jabatan melekat suatu wewenang, selaku pejabat 
publik merupakan sebuah keniscayaan untuk melaksanakan atau tidak 
melaksanakan kewenangannya. Pejabat publik dalam hal ini melakukan 
diskresi (freies ermessen) berupa kebijakan. Di dalam praktik, diskresi 
dapat disebut dengan kewenangan yang luas atau kebebasan untuk 
bertindak (Marwan, 2012:13).  
Diskresi (freies ermessen) dapat dilakukan oleh pejabat publik dan 
dalam praktik apabila menyangkut urusan pemerintahan maka lebih 
mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada 
legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid). Diskresi dalam konteks 
kebijakan pejabat pemerintah maka tidak bisa dilepaskan dari asas-asas 
umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur). Salah satu fungsi asas ini yaitu untuk membatasi dan 
menghindari kemungkinan pejabat pemerintah menggunakan atau 
melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan yang telah 
diatur seperti perbuatan penyalahgunaan wewenang. 
 Persoalan yang kemudian muncul ketika pejabat publik 
menggunakan diskresinya, dalam hal ini mengeluarkan sebuah kebijakan 
untuk akselerasi pencapaian tujuan sasaran, ketika berbenturan dengan 
hukum maka akan terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam penentuan 
acuan hukum mana yang memiliki yurisdiksi bagi penanganan 
3 
 
penyimpangan pejabat tersebut. Hal ini menyangkut persoalan sanksi 
hukum mana yang akan diterapkan. Dari berbagai perspektif hukum, 
persoalan kebijakan pejabat publik khususnya dalam lapangan hukum 
pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata berada di wilayah 
abu-abu (grey area) sehingga parameter mengenai batasan kebijakan 
berbeda-beda.  
Dari perspektif hukum administrasi negara yang menjadi parameter 
membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (discretionary 
power) adalah penyalahgunaan wewenang (detournement de puvoir) dan 
sewenang-wenang (abus de droit), dalam hukum perdata disebut 
perbuatan melanggar hukum sebagai onrechtmatigedaad dan 
wanprestasi. Sedangkan dalam hukum pidana disebut sebagai melawan 
hukum (wederechtelijkheid) dan menyalahgunakan wewenang (Marwan, 
2013:287).  
Terlepas dari permasalahan tersebut, proses kriminalisasi terjadi 
ketika hukum pidana mengambil posisi sebagai obat utama  (primum 
remidium) terhadap penyelesaian penyalahgunaan wewenang, di luar 
daripada penyelesaian dalam hukum perdata dan administrasi negara. 
Indikasi kriminalisasi kebijakan pejabat menjadi isu dalam kasus 
penyalahgunaan wewenang pejabat. Ungkapan kriminalisasi jabatan atau 
kebijakan terjadi karena dalam penegakan hukum khususnya 
penyalahgunaan kewenangan pejabat selama ini berdasarkan perspektif 
hukum pidana, jika seorang pejabat melakukan aktivitasnya dalam hal 
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menjalankan kewenangannya maka ia tunduk dan diatur oleh hukum 
administrasi negara yang memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda 
dengan hukum pidana dan hukum perdata (Ridwan, 2011:376). 
Tampaknya pandangan tersebut mengacu kepada proses depenalisasi 
dari penyalahgunaan wewenang ini.  
Adapun penjelasan yang berbeda, bahwa mengacu kepada asas 
legalitas, tidak mungkin ada suatu kebijakan dikriminalisasi mengingat 
kebijakan tersebut merupakan perbuatan yang melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan, tetapi lain halnya, jika kebijakan tersebut telah masuk ke 
dalam rumusan delik, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Marwan, 
2013:289).  
Kriminalisasi kebijakan tidaklah diartikan bahwa membuat suatu 
kebijakan yang dapat dipidana, melainkan pejabat yang membuat 
kebijakanlah yang dipidana. Indikator suatu kebijakan yang dikriminalisasi 
tentu telah masuk ke dalam rumusan delik yang tidak berdiri sendiri, dan 
juga dalam pemidanaannya harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan, 
baik unsur perbuatan (actus reus) maupun unsur pembuat (mens rea). 
Kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat yang menyalahgunakan 
wewenang, dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pengaturan pasal 
tersebut yaitu: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 
 
Dengan adanya pasal tersebut maka persoalan kebijakan yang 
memuat penyalahgunaan wewewang menjadi domain dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari pengaturan pasal di atas, 
jelaslah bahwa persoalan penyalahgunaan wewenang telah 
dikriminalisasi. Selain itu, dari pasal tersebut, adapun indikator dari 
menyalahgunakan wewenang tersebut harus dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara.  
Dihubungkan dengan pengaturan pasal di atas, dalam praktik 
dikenal jenis-jenis korupsi, yaitu korupsi administrasi (administrative 
corruption) dan korupsi yang bertentangan dengan hukum (against the 
rule corruption). Administrative corruption terjadi di mana segala sesuatu 
yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peratuan yang berlaku. 
Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Against 
the rule corruption artinya korupsi yang dilakukan sepenuhnya 
bertentangan dengan hukum (Darwin, 2002:10). Selain itu, Jeremy Pope 
(Jawade Hafidz, 2013:101) menyebutkan, bahwa ada dua kategori 
mengenai korupsi administrasi, yakni sebagai berikut. 
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1. Korupsi yang terjadi dalam situasi, misalnya jasa atau kontrak sesuai 
peraturan yang berlaku. 
2. Korupsi yang terjadi dalam situasi transaksi belangsung secara 
melanggar peraturan yang berlaku. 
 Dari doktrin di atas, pendapat pertama membagi dua jenis korupsi 
sedangkan pendapat kedua juga membagi dua, akan tetapi, pendapat 
kedua terhadap pembagian pada pendapat pertama digolongkan ke 
dalam satu jenis korupsi yaitu administrative corruption. Penulis dalam hal 
ini cenderung menggunakan pendapat kedua. 
Jenis korupsi di atas dalam konteks kebijakan pejabat yang 
menyalahgunakan kewenangan maka cenderung tergolong kepada tindak 
pidana administrative corruption. Alasan yang mendasari bahwa kebijakan 
pejabat yang menyalahgunakan wewenang jelas merupakan korupsi 
administrasi, baik itu korupsi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 
maupun korupsi yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang 
berlaku. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik adalah modus 
operandi dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pejabat publik membuat 
kebijakan semata-mata dengan maksud untuk melancarkan korupsinya 
tersebut.  
Kompleksitas masalah administrative corruption menjadi persoalan 
kemudian ketika dihadapkan dengan penerapan hukumnya dalam konteks 
hukum pidana yaitu menyangkut penghukuman atau pemidanaan. Sejauh 
mana pertimbangan pemidanaan bagi kebijakan pejabat publik yang 
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menyalahgunakan wewenang dihubungkan dengan tindak pidana 
administrative corruption. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian 
bahwa ketika kriminalisasi kebijakan pejabat dilakukan, dalam kaitannya 
dengan penyelesaian perkara korupsi dalam tahap penyidikan setelah 
seorang pejabat ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana kemudian 
status dan kedudukan pejabat dalam jabatannya tersebut.  
Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Kriminalisasi Kebijakan Terhadap 
Kepala Daerah dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi 
Kasus Walikota Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah bentuk pemidanaan terhadap kepala daerah dalam 
tindak pidana Administrative Corruption? 
2. Bagaimanakah kedudukan kepala daerah yang ditetapkan sebagai 
tersangka dalam perkara tindak pidana Administrative Corruption? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap kepala daerah dalam 
tindak pidana Administrative corruption. 
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2. Untuk mengetahui kedudukan kepala daerah yang ditetapkan sebagai 
tersangka dalam perkara tindak pidana Administrative corruption. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang 
berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana 
pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan 
tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagai sarana untuk memperluas 
wawasan bagi para pembaca mengenai salah satu jenis korupsi yaitu 
tindak pidana administrative corruption, serta untuk mengkaji secara 
yuridis tentang bentuk pemidanaannya dan mengetahui kedudukan kepala 
daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menyangkut 






A. Beberapa Pengertian  
a. Kriminalisasi 
Kriminalisasi atau criminalization merupakan domain legislatif 
untuk menentukan, apakah suatu perbuatan yang sebelumnya 
dinyatakan bukan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana 
(Marwan, 2013:288). Selain itu, pengertian lain dari kriminalisasi 
adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak 
dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya 
perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka 
perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Untuk melengkapi 
pembedaan kriminalisasi maka perlu diuraikan mengenai proses 
dekriminalisasi dan proses depenalisasi yaitu:       
a) Proses Dekriminalisasi 
Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu 
perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam 
perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut 
perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan 
demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.  
b) Proses Depenalisasi 
Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat 
pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam 
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hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat 
melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. 
Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar 
hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem Hukum 
Perdata, sistem Hukum Administrasi dan seterusnya. Di dalam 
proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pemidanaan 
sebenarnya merupakan ultimum remidium. Oleh karena itu 
terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau 
melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif nonpidana yang 
apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai 
senjata terakhir dalam keadaan darurat (Alam, 2010:8).  
 
b. Kebijakan Kepala Daerah 
Sebelum membahas tentang kebijakan kepala daerah, perlu 
diketahui terlebih dahulu siapakah yang tergolong kepala daerah 
tersebut. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud 
kepala daerah adalah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk 
kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. 
Kedudukan Kepala Daerah dalam hal pengangkatan dan 
pemberhentian merupakan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), adapun dasar hukum wewenang tersebut 
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diatur dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yaitu 
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui 
Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada 




Adapun pengertian atau definisi kebijakan sangatlah 
beragam. Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai 
rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah 
laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, 
rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas 
(Jawade Hafidz, 2013:154). 
Menurut Marwan (2013:285) dalam bukunya bahwa: 
Definisi kebijakan sendiri adalah berasal dari kata 
bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya 
selalu menggunakan akal budi, pandai, atau mahir, 
sedangkan kebijakan itu sendiri adalah rangkaian konsep 
dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak 
dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau 
menangani suatu masalah atau dapat juga diartikan 
sebagai cita-cita, tujuan atau prinsip atau maksud sebagai 
garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran. Dalam 
bahasa inggris bijak artinya adalah smart, experienced, 
capable, atau wise sedangkan kebijakan adalah intelligence 
atau wisdom, atau menurut WS Poerwadarminta, kebijakan 
adalah kepandaian atau kemahiran dan dalam bahasa 
Belanda disebut dengan beleid. Dari sudut bahasa, maka 
policy identik dengan beleidregel, artinya adalah peraturan, 
tata pemerintahan, atau politik.  
 
Secara yuridis terminologi kebijakan termuat dalam PP No. 
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
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Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) 
huruf a), kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan 
pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Pengertian lain juga 
terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Penjelasan Pasal 1 angka 12), kebijakan 
adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk 
mencapai tujuan.  
Kebijakan sangat erat kaitannya dengan diskresi, 
berdasarkan definisi dan terminologi, diskresi (freies ermessen) itu 
terbagi atas dua, yaitu kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan itu 
dilaksanakan berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan 
sedangkan kebijaksanaan adalah menyimpang dari ketentuan 
perundang-undangan namun tetap dalam koridor hukum (Marwan, 
2013:288). Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam 
praktik apabila menyangkut urusan pemerintahan maka lebih 
mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) 
daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid) . 
Dalam hal pejabat pemerintahan, terdapat pembatasan 
dalam penggunaan diskresi (freies ermessen) ini. Ada beberapa 
pendapat mengenai pembatasannya (Jawade Hafidz, 2013:160)., 





a. Penggunaan Freies ermessen tidak boleh bertentangan dengan 
sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif). 
b. Penggunaan Freies ermessen hanya ditujukan demi kepentingan 
umum. 
2. Sjachran Basah 
Secara hukum terdapat dua batas, yakni sebagai berikut. 
a. Batas Atas 
Batas atas dimaksudkan ketaatan terhadap ketentuan 
perundang-undangan berdasarkan landasan taat asas, yaitu 
peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih 
tinggi. Artinya secara hukum batas atas adalah wajib taat asas 
terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan 
Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal dan 
tidak melanggar hukum. 
b. Batas Bawah 
Batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tindak 
administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh 
melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Artinya secara 
hukum batas bawah adalah tidak boleh melanggar hak warga 




Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan dilaksanakan 
berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini 
kebijakan didasarkan pada tugas, wewenang, kewajiban suatu 
Kepala Daerah. Adapun pembatasan kebijakan dalam hal ini Freies 
ermessen Kepala daerah diatur dalam Larangan terhadap kepala 
daerah. Pengaturan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan 
Kepala Daerah diatur dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
yaitu: 
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: 
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;  
b. mengajukan rancangan Perda; 
c. menetapkan Perda yang telah mendapat  persetujuan 
bersama DPRD; 
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang 
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan 
bersama;  
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;  
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan 
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; dan 
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai 
kewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;  
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;  
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e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan;  
f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 
g. memajukan dan  mengembangkan daya saing daerah; 
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan 
baik; 
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 
pengelolaan keuangan daerah;  
j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal 
di daerah dan semua perangkat daerah;  
k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.  
Adapun sebagai larangan Kepala daerah yaitu: 
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan 
keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan 
tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, merugikan 
kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok 
masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara 
dan/atau golongan masyarakat lain;  
b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta 
maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang 
apapun; 
c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan 
bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, yang berhubungan dengan daerah yang 
bersangkutan;  
d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima 
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 
e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara 
di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf 
f;  
f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar 
sumpah/janji jabatannya; 
g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, 
sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan 




Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kebijakan kepala 
daerah merupakan tindakan yang diambil oleh kepala daerah 
berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan larangan yang telah 
ditentukan undang-undang untuk mencapai tujuan dan sasaran 
pemerintahannya. 
 
c. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 
Istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), 
dalam bahasa Belanda dikenal dengan algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Menurut Jazim Hamidi (Ridwan, 2010:234) 
menemukan pengertian AAUPB sebagai berikut: 
a) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang 
dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara; 
b) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi 
negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi 
hakim administrasi dalam tindakan administrasi negara (yang 
berwujud penetapan / beschikking), dan sebagai dasar 
pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; 
c) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang 
tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik 
kehidupan di masyarakat; 
d) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis 
dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun 
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sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, 
namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. 
 
AM Donner dalam buku Nederland Bestuursrecht Tahun 
1953 buku I hal 201 menetapkan lima asas umum pemerintahan 
yang baik, yang tidak hanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu 
saja, akan tetapi dalam persoalan secara umum di dalam 
administrasi, asas-asas tersebut adalah (Marwan, 2013:291): 
1.   Asas Kejujuran (fair play); 
2.   Asas kecermatan (zorgvuldigheid); 
3.   Asas Kemurnian dalam tujuan (zuiverheid van oogmerk); 
4.   Asas Keseimbangan (evenwichtigheid); 
5.   Asas Kepastian hukum (recht zekerheid). 
 
Dari kelima asas ini akan lebih disoroti asas kemurnian 
dalam tujuan, dimana dalam asas ini disimpulkan bahwa kewajiban 
seorang administrator atau pejabat untuk mengusahakan agar 
suatu kebijakan menuju sasaran yang tepat dimana kebijakan tidak 
boleh ditujukan pada hal-hal lain dari sasaran atau tujuan semula 
kalai ini terjadi maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang dari 
tujuan hal mana telah terjadi penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) yang dapat mengakibatkan batalnya 
kebijakan tersebut.  
Dari asas-asas di atas, dihubungkan dengan kebijakan 
pejabat pemerintahan, ditarik suatu kesimpulan bahwa ada 
larangan di dalam menetapkan suatu kebijakan membonceng 
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tujuan-tujuan yang bermaksud mencari keuntungan bagi diri sendiri 
baik langsung maupun secara tidak langsung seperti kebijakan 
penunjukan seorang pemborong yang sebelumnya sudah ada 
permufakatan menyediakan uang untuknya diluar ketentuan untuk 
jasa-jasa lain dalam jumlah tertentu.  
Di Indonesia asas-asas umum pemerintahan yang baik 
dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Adapun 
asas-asasnya yaitu: 
Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : 
1.   Asas Kepastian Hukum; 
2.   Asas Tertib Penyelenggaraen Negara; 
3.   Asas Kepentingan Umum; 
4.   Asas Keterbukaan; 
5.   Asas Proporsionalitas; 
6.   Asas Profesionalitas; dan 
7.   Asas Akuntabilitas. 
 
 
d. Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya telah memiliki 
banyak modus, seperti halnya kepala daerah mengeluarkan kebijakan 
berdasarkan kewenangannya demi melancarkan korupsi tersebut. 
Tindak pidana ini tergolong ke dalam administrative corruption. Untuk 
mengetahui bagaimana sebenarnya administrative corruption 




Dalam kamus istilah hukum Latin Indonesia (Adiwinata, 
1997:30) bahwa korupsi berasal dari perkataan corruptio yang berarti 
kerusakan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan. 
Sedangkan menurut Sudarto (1986:115) : 
Perkataan korupsi semula hanyalah bersifat umum dan 
baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya adalah di 
dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/06/1957 
tentang pemberantasan korupsi. 
 
Pengertian yang dikemukakan di atas masih dalam bentuk -
bentuk umum artinya secara khusus pengertiannya belum tercakup 
secara menyeluruh baik dalam kamus istilah hukum latin Indonesia 
dan dalam peraturan Penguasa Militer seperti dikemukakan oleh 
Sudarto.  
Menurut A. Hamzah (2012:4) pengertian tindak pidana korupsi 
jika diartikan secara harfiah yaitu: 
Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat 
disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-
kata atau ucapan menghina atau memfitnah. 
 
Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak 
terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup 
persoalan moral serta masalah ucapan seseorang. 
Menurut Leden Marpaung (1992:149) pengertian tindak pidana 
korupsi dalam arti luas yaitu: 
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Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara 
dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, 
bersih dan berwibawa. 
  
Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada 
Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976), : “Korupsi 
adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 
uang sogok dan sebagainya”. 
Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal 
atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam 
Pasal 1 : 
Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: 
(1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu badan yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau 
perekonomian negara atau diketahui atau patut 
disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut 
merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
b. Barangsiapa dengan bertujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan, 
menyalahgunakan wewenang kesempatan-
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara. 
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c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam 
Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 
416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, 
Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP. 
d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada 
pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 
dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu 
wewenang yang melekat pada jabatannya atau 
kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji 
dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan 
itu. 
e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya setelah menerima 
pemberian atau janji yang diberikan kepadanya 
seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 
420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji 
tersebut kepada yang berwajib.   
(2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan 
untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat 
(1) a, b, c, d, e dan pasal ini.  
 
Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1971 mensyaratkan bentuk kesalahan pro dolus pro 
parte culpa, artinya bentuk kesalahan di sini tidak hanya disyaratkan 
adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut 
disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, 
sudah dapat menjerat pelaku (Ermansjah, 2009:14). Dalam undang-
undang tersebut, dipahami juga bahwa tindak pidana korupsi 
merupakan suatu bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau 
pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang 
mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat 




Menurut pendapat Edi Yunara (2005:36) : 
Harus diingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan 
korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan 
hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu 
sendiri yang telah selesai dilakukan. 
 
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian 
tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut 
menekankan : 
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara. 
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau suatu badan atau suatu korporasi 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 
210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 
418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 
KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999. 
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada 
pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau 




5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang 
yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas 
menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. 
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau 
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
korupsi. 
7. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia 
yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau 
keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. 
 
Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka 
terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena 
dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, 
sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat 
pelaku tindak pidana korupsi. 
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak 
mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, 
melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam 
undang-undang Korupsi baru ini. Adapun rumusan pasal Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : 
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a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum 
b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. 
c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 
d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian  
Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  
perekonomian negara. 
e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya. 
f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 
dalam jabatannya. 
g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan 
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 
kepadanya untuk diadili. 
h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 
menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan 
maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
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diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 
pengadilan untuk diadili. 
i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya 
perbuatan curang tersebut. 
j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus 
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga 
tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau 
membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 
k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau 
daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di 
muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 
jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, 
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 
dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta 
membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, 
surat, atau daftar tersebut. 
l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 
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hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 
tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 
Mengenai adanya kriteria utama, sehingga suatu tindakan 
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, menurut pendapat Romli 
Atmasasmita (2004:122) : 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, adanya 
unsur kerugian negara sebagai unsur utama sehingga 
tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, 
tetapi pada kenyataannya unsur kerugian negara sulit 
pembuktiannya karena deliknya delik materiil. Namun 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur 
kerugian negara tetap ada tetapi rumusannya diubah 
menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya 
kerugian negara atau tidak. 
 
Menurut Victor M. Situmorang (1990:1) dalam bukunya 
mengenai tindak pidana pegawai negeri sipil menyatakan bahwa 
korupsi yaitu : 
Secara umumnya dapat dikatakan sebagai perbuatan 
dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan, yang langsung maupun tidak 
langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau 
keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan 
negara yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan 




Lain halnya menurut Djoko Prakoso dan Ati Surati (1986:8) 
bahwa pengertian korupsi secara etimologis, yaitu : 
Kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar 
menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak 
pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, 
kewibawaannya dan wewenang jabatan, menyimpang dari 
tujuan yang semula dimaksud. 
 
Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang telah di 
kemukakan di atas, maka menurut Syed Hussein Alatas (Elwi, 2012:7) 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang; 
b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia 
telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, 
sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang 
berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan 
perbuatan mereka; 
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal 
balik; 
d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha 
untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik 
pembenaran hukum; 
e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan 
keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka mampui 
memengaruhi keputusan-keputusan itu; 
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f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan; 
g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan; 
h. Suatu bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif 
dari mereka yang melakukan tindakan itu; 
i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.      
 
e. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana 
Korupsi. 
Sebelum membahas konsep penyalahgunaan kewenangan, 
perlu diketahui pengertian kewenangan itu sendiri. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2003:1272) yang dimaksud kewenangan 
adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Dalam tindak pidana korupsi, kewenangan yang ada pada jabatan 
atau kedudukan dari pelaku koruptor adalah serangkaian kekuasaan 
atau hak yang melekat pada jabatan atau serangkaian kekuasaan 
atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku 
tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar 
tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (R. Wiyono, 
2009:47). Adapun yang dilekati kewenangan tersebut yaitu 
kewenangan pegawai negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 
(2) huruf a, b, c, d, dan e. 
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Pengertian kewenangan tersebut lebih luas dari pengertian 
kewenangan menurut konsep Hukum Administrasi Negara. 
Pandangan SF. Marbun (2004:47) bahwa: 
Menurut hukum administrasi pengertian “kewenangan” 
(authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap 
suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari 
kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, 
sedangkan pengertian “wewenang” (competence, 
bevoegheid), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau 
bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik 
atau secara juridis wewenang adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku 
untuk melakukan hubungan hukum tertentu. 
 
Salah satu pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi 
yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yaitu Pasal 3 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 
Tahun 2001 yang berbunyi: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 




Di atas telah diketahui bahwa wewenang adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud 
Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada 
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jabatan atau kedudukan yang dipangku Pegawai Negeri berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dalam undang-undang korupsi. 
Konsep penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 
undang-undang korupsi, terdapat jurisprudensi Mahkamah Agung 
Nomor 572K/Pid/2003 yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari 
pertimbangan hukum Mahmakah Agung tersebut, diketahui bahwa 
Mahkamah Agung membedakan dan memisahkan antara 
pertanggungan jawab jabatan dengan pertanggung jawab 
perseorangan atau individu atau pribadi. Yang dimaksud 
pertanggungan jawab jabatan adalah pertanggungan jawab yang 
dibebankan kepada pemangku jabatan (R. Wiyono, 2009:50). 
Pertanggungan jawab individu sangat erat kaitannya dengan unsur 
pembuat dalam syarat-syarat pemidanaan. Untuk itu, akan dibahas 
dalam sub bahasan tersendiri. 
Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi 
negara dikenal dengan konsep detournement de pouvoir bahwa 
penyalahgunaan wewenang itu hanya dilakukan oleh organ 
pemerintahan atau pejabat administrasi negara yang diberikan 
kewenangan berdasarkan undang-undang atau kewenangan atribusi 
dan kewenangan yang dilimpahkan atau kewenangan delegasi. 
Apabila penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh diluar dari pejabat 
administrasi negara tidak termasuk penyalahgunaan kewenangan.  
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Dari penjelasan di atas mengenai konsep penyalahgunaan 
kewenangan Hal ini memberikan kita kejelasan bahwa pengertian 
kewenangan dalam hukum pidana lebih luas dibandingkan dengan 
hukum administrasi negara. 
 
f. Tindak Pidana Administrative Corruption 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdapat 
perbedaan jenis-jenis korupsi. Menurut World Bank (Marwan, 
2013:56), dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi yaitu: 
a. Administrative Corruption 
Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai 
dengan hukum/peraturan yang berlaku, akan tetapi ada individu-
individu tertentu yang berupaya memanfaatkan memperkaya diri 
atau mencari keuntungan dari situasi yang ada. Sebagai contoh 
dalam pelaksanaan pelelangan, seakan-akan sudah sesuai dengan 
aturan, padahal pemenang lelang sudah ada dan sudah ditentukan 
terlebih dahulu, meski kemudian tetap diumumkan. 
b. Against The Rule Corruption 
Korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan 
hukum, seperti penerima suap, pemerasan, memperkaya atau 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi lain 




Pendapat yang sama dikemukakan Darwin (2002:10), dalam 
praktek dikenal korupsi dalam dua bentuk, yaitu: 
a. Administrative corruption 
Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai 
dengan hukum peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-
individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses 
rekruitmen pegawai negerti, di mana dilakukan ujian seleksi mulai 
dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau 
kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tertentu 
orangnya. 
b. Against The Rule Corruption 
Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya 
bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, 
penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi. 
 
Terdapat pendapat yang berbeda dari kedua pendapat di atas, 
bahwa kedua jenis korupsi tersebut, sebenarnya termasuk korupsi 
administrasi. Menurut Jeremy Pope (Jawade Hafidz, 2013:101), 
bahwa ada dua kategori yang sangat berbeda mengenai korupsi 
administrasi, yakni sebagai berikut: 
a. Korupsi yang terjadi dalam situasi, misalnya jasa atau kontrak 
“sesuai peraturan yang berlaku”. Dalam situasi ini, seorang pejabat 
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mendapat keuntungan pribadi secara ilegal karena melakukan 
sesuatu yang memang sudah kewajibannya untuk melaksanakan 
sesuai dengan undang-undang. 
b. Korupsi yang terjadi dalam situasi transaksi berlangsung secara 
“melanggar peraturan yang berlaku”. Dalam situasi ini, suap 
diberikan untuk mendapatkan pelayanan dari pejabat yang menurut 
undang-undang dilarang memberikan pelayanan bersangkutan. 
 
Dari pendapat di atas, penulis dalam hal ini cenderung 
menggunakan pendapat Jeremy Pope, alasan yang mendasar bahwa 
administrative corruption tidak hanya bertentangan dengan peraturan, 
namun dapat juga bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hal 
yang bertentangan dengan hukum bahwa kebijakan tersebut 
cenderung kepada perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan 
kewenangan, dan dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan hal 
yang bersesuaian dengan hukum yaitu dalam hal mengeluarkan 
kebijakan sesuai dengan kewenangan pejabat tersebut berdasarkan 
aturan atau norma hukum administrasi negara, akan tetapi kemudian 
karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana 
materil maka kebijakan yang tadinya sesuai dengan hukum tersebut, 
menjadi dapat dipidana. 
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B. Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak 
Pidana  Korupsi 
Membahas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, tidak 
dapat dilepaskan dengan subjek hukum dan pertanggungjawaban 
pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi. Menurut Ali (2010:4) 
subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung 
hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah semua manusia dan badan 
hukum. 
Adapun subjek hukum dalam tindak pidana korupsi (Pasal 1 UU 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi) adalah: 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum; 
2. Pegawai negeri adalah meliputi: 
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang tentang kepegawaian; 
b. Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam kitab undang-
undang hukum pidana; 
c. Orang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
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e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat. 
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk 
korporasi. 
 
Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas maka 
nampak dengan jelas subjek dalam tindak pidana korupsi tidak hanya 
pegawai negeri atau yang dipersamakan dengan pegawai negeri 
melainkan juga suatu korporasi dan orang perseorangan. Penegasan 
ini mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di 
kalangan pegawai negeri atau dipersamakan tetapi juga terjadi di 
pihak swasta dan atau anggota masyarakat biasa. 
Adapun pengertian pegawai negeri yang diatur menurut 
ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ternyata ruang 
lingkupnya sangat luas. Dikatakan sangat luas, karena menggunakan 
kata-kata: “… meliputi juga orang-orang..”, dengan demikian 
pengertian pegawai negeri dalam Pasal 92 KUHP diperluas, yakni: 
(1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang 
dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang 
bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan 
pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau 
badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh 
pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga 
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semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat 
Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang 
menjalankan kekuasaan yang sah. 
(2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim 
wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang 
yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-
ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. 
(3) Semua angkatan perang juga dianggap sebagai 
pejabat. 
 
Berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku untuk semua 
perundang-undangan di luar KUHP sesuai dengan adagium lex 
specialis derogat legi generali. Pengertian pegawai negeri dalam 
KUHP itu pun merupakan perluasan pengertian pegawai negeri 
menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian. 
Adapun menurut Pasal 1 bagian 1 undang–undang Nomor 43 
tahun 1999 itu adalah sebagai berikut: 
Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara 
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Kemudian, Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 43 tahun 
1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok, yaitu: 
1. Pegawai Negeri Sipil; 
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 
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3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai 
negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat: dan 
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Pasal 2 ayat (3) menyatakan: “Di samping Pegawai Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang 
dapat mengangkat pegawai tidak tetap”. 
Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi 
Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang 
tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin 
ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu lembaga baru yang 
dinamakan korporasi yang dapat menjadi subjek hukum selain orang 
pribadi dalam tindak pidana  korupsi sebagaimana dimuat dalam 
Pasal 20 jo. Pasal 1 dan 3 UU No. 31/1999. Penetapan subjek hukum 
tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung 
jawab pidana yang dianut, dalam hukum pidana umum subjek hukum 
tindak pidana adalah orang pribadi, sedangkan badan atau korporasi 
tidak. Hal Ini disebabkan oleh Pertanggungjawaban pidana yang 
bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana 
dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Seperti 
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yang dinyatakan dalam asas hukum pidana yaitu keine strafe ohne 
schuld atau geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). 
Hukum pidana kita yang menganut asas concordatie dari 
hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggungjawaban 
pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam Kitab 
Undang–Undang Hukum Pidana dimulai dengan perkataan “barang 
siapa” (Hij die), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya 
menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah 
orang pribadi. 
Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan 
kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta 
berperasaan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan bersifat tercela 
atau bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang 
dipersalahkan dan bertanggungjawan atas perbuatannya. 
Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam 
menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan 
yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum.  
Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-
Undang No. 31/1999 jo Undang-Undang  No. 20/2001, subjek hukum 
orang ini ditentukan melalui dua cara: 
(1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada  
umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata 
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permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang 
menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana 
orang pada umumnya, Yang in casu tindak pidana korupsi 
disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 
21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di 
tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6). 
(2) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek 
hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas 
pembuatnya antara lain (1) pegawai negeri; penyelenggara negara 
(misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12, huruf a, b, e, f, g, h, i); (2) 
pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim 
(Pasal 12 huruf c); (4) advokat (Pasal 12 huruf d); (5) saksi (Pasal 
24); bahkan (6) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 
22 jo 28) (Chazawi, 2005:342). 
Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi 
sebagaimana diterangkan  dalam Pasal 1 UU No. 31/1999 tetang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan “kumpulan orang 
dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian di atas maka 
jelaslah korporasi dalam hukum tindak pidana korupsi jauh lebih luas 
daripada pengertian rechts persoon yang umumnya diartikan sebagai 
badan hukum. Korporasi sebagai badan  hukum ialah korporasi yang 
oleh peraturan perundang-udangan ditetapkan sebagai badan hukum 
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yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
oleh hukum. Badan hukum misalnya Yayasan berdasarkan UU No. 16 
tahun 2001, Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 1/1995, 
Koperasi berdasarkan UU No. 25/1992. sedangkan korporasi yang 
bukan badan hukum ialah setiap kumpulan orang yang terorganisasi 
secara baik dan teratur, biasanya ada perangkat aturan yang 
mengatur intern kumpulan tersebut dengan ditentukannya jabatan-
jabatan tertentu yang menggerakkan roda organisasi dengan sedikit 
atau banyaknya kekayaan atau dana untuk membiayai kumpulan 
tersebut.      
Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana di luar KUHP), 
yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, sudah tidak 
berpegang teguh terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara 
pribadi seperti yang dianut dalam dan dipertahankan sejak 
dibentuknya WVS Belanda 1881 (diberlakukan 1886). Dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan tampaknya kita telah 
menganut sistem pertanggungjawaban strict liability (pembebanan 
tanggung jawab pidana tanpa melihat kesengajaan/kesalahan) dan  
vicarious liability (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain si 
pembuat) dengan menarik badan atau korporasi ke dalam 
pertanggungjawaban pidana (Chazawi, 2005:344). 
A. Z. Abidin menyebutkan tiga alasan diterimanya strict liability 
terhadap delik-delik tertentu: 
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1. Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang 
penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus 
ditaati. 
2. Pembuktian mens rea (sikap batin si pembuat) terhadap 
delik-delik serupa  sangat sulit. 
3. Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan 
penafsiran suatu delik yang menyangut strict liability (A. 
Hamzah, 2012:83). 
 
C. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaaan Dalam Tindak 
Pidana Korupsi  
Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada 
penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah 
mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah 
menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut 
KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, 
adalah mengenai bentuk dan sistem penjatuhan pidananya. 
Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara 
pidana pokok dengan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana 
pokok terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana 
kurungan (4) pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas 
(1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang 
tertentu, dan (3)  pengumuman putusan hakim (Chazawi, 2005:350). 
Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan 
pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum 
,khususnya pada tiap-tiap tidak pidana. Majelis hakim tidak boleh 
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melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas 
minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal 
umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya 
satu hari. 
Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam pasal-pasal 
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-
Undang No. 20 tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip-
prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan 
apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, 
atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). Bahkan pada ayat (2) pasal ini pidananya dapat 
diperbesar yaitu pidana mati. 
b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 
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sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh  juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan 
sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 
d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah). 
e. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual 
bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat 
keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
dipidana tahun dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda 
paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).  
f. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan 
surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pidana 
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dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku 
dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).  
h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, 
surat atau daftar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).  
i. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji 
yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau 
pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah).  
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j. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau pemyelenggara 
negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : 
Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, 
meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta 
dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah).  
k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara 
seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh)  tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
l. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan 
mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah). 
m. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara 
pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat 
menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang 
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dimaksudkan ini dimuat dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, 22, dan 
Pasal 24. pelanggaran terhadap pasal ini, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada 
pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 
Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
n. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 
429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
dipidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun dan paling lama 6 
(enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).  (Chazawi, 2005:33). 
 
Selain pidana pokok sebagaimana diterangkan di atas maka 
kepada terpidana dapat pula diberi pidana tambahan sebagai upaya 
pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang 
dilakukannya ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) yakni: 
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam 
kitab undang-undang Hukum pidana, sebagai pidana 
tambahan  adalah: 
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a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau 
yang tidak berwujud atau barang  yang tidak 
bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh 
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 
milik terpidana dimana tindak pidana korupsi 
dilakukan begitu pula harga dan barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut; 
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 
sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda 
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk 
waktu paling lama 1 (satu) tahun; 
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu 
atau penghapusan seluruh atau sebagian 
keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan 
oleh pemerintah kepada terpidana. 
 
Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam 
hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi 
sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan 
dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang 
dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam. 
a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, 
antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana 
pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan 
serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak 
pidana korupsi yang paling berat. 
b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat 
imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan 
pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib 
48 
 
dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula 
dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) 
bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus 
untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika 
dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana Fakultatif ini 
hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif 
fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini 
disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat 
mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan 
bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem 
penjatuhan pemidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada 
tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 
21, 22, 23, dan 24. 
2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan 
ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai 
pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan 
sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan 
minimum umum seperti dalam KUHP. 
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi 
maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi 
sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan 
pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima 
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belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal bila terjadi 
pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan 
sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari 
pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat 4). 
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati 
sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana 
yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal 
bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan 
pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat 
dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila 
melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. 
Keadaan tertentu tersebut  dijelaskan dalam penjelasan mengenai 
Pasal 2 ayat (2), yaitu “bila dilakukan pada waktu negara dalam 
keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; 
pada waktu terjadinya bencana alam nasional:; sebagai 
pengulangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis 
ekonomi dan moneter.” 
 
Tidaklah boleh lupa bahwa sistem pemidanaan hukum pidana 
formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif 
dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, 
baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah 
berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 
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8. 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). 
Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini 
ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan pidana denda palling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta 
rupiah). Jadi meniru sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum 
dalam KUHP.    
Selanjutnya berbicara mengenai pemidanaan dalam tindak 
pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pengertian pemidanaan 
dalam tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti 
pemidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal khususnya 
dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan (Mustafa, 1983:47). 
Ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat 
pada Undang-Undang No. 31/99 tidaklah terlepas dari teori tentang 
tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya. Di 
dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan tiga teori tentang 
pemidanaan yaitu: 
1. Teori pembalasan, yang menganggap bahwa dasar hukum pidana 
adalah pemikiran untuk pembalasan. 
2. Teori tujuan/prevensi, yang menganggap bahwa dasar hukum 
pidana adalah  terletak pada tujuan pidana itu sendiri yang pada 
pokoknya untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan; 
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3. Teori gabungan, yang menganggap bahwa pidana hendaknya 
didasarkan atas tujuan pembalasan yang diterapkan secara 
kombinasi yang menitikberatkan salah satu unsurnya tanpa 
menghilangkan unsur lain, maupun pada semua unsur yang ada 
(Poernomo, 1983 : 27). 
 
Selain itu tujuan penjatuhan pidana sebagaimana konsep RUU 
KUHP tahun 1982/83 dalam Pasal 3 adalah: 
1. Pemidanaan bertujuan untuk : 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengadakan 
norma demi pengayoman masyarakat. 
b. Melakukan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikan 
orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup 
bermasyarakat; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat; 
2. Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
 
Untuk memberikan pengertian tentang arti pemidanaan, oleh 
Sidarta mengatakan sebagai berikut : 
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Penghukuman berasal dari kata dasar, hukum 
sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 
memutuskan tentang hukumnya (berechten), menetapkan 
hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut 
hukum pidana saja, tetapi juga dalam hukum perdata. 
Selanjutnya menurut Sudarto (Mustafa, 1983 : 48) : 
Oleh karena tulisan berkisar pada hukuman pidana 
maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni 
penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim 
dengan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana 
oleh hakim.   
 
Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pemidanaan 
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana. 
 
D. Strategi Pemberantasan Korupsi 
Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang 
dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-
lembaga pembuat keputusan yang ada di Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan juga lembaga perbankan adalah modus operandi korupsi 
yang paling cangguh saat ini (Jawade, 2013:292). Dalam strategi 
pemberantasan korupsi harus ditunjang pula dengan prinsip-prinsip 
pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development) yang syaratnya sebagai 
berikut (A. Hamzah, 2012:231) 
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a. Ada cek terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
perundang-undangan. 
b. Ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi, dan 
rakyat. 
c. Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang 
aktif. 
d. Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban 
umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental, 
melindungi keamanan pribadi dan menyediakan aturan yang 
konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam 
pembangunan ekonomi dan sosial yang modern. 
e. Pelayanan publik yang professional kompeten, kapabel, dan jujur 
yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah 
dengan aturan dan dalam prinsip dan kepentingan publik yang 
utama. 
f. Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiscal pengeluaran 
manajemen ekonomi sistem akuntabilitas financial dan evaluasi 
aktivitas sektor publik. 
g. Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses 
pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasistas 
subnasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal transfer 
politik dan desentralisasi administratif, dan 
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h. Setiap strategi antikorupsi yang efektif harus mengakui hubungan 
antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik, dan pembangunan 
berkesinambungan. 
Selain strategi di atas, dalam hal seorang pejabat yang akan 
menduduki jabatan yang rawan korupsi, seperti pelayanan 
masyarakat, pendapatan negara, penegak hukum, dan pembuat 
kebijaksanaan maka harus di daftar kekayaannya sebelum menjabat 
jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya 
dibandingkan dengan pendapatannya. Hal lain diungkapkan oleh A. 
Hamzah (2012:228): 
Pembalikan pembuktian terbatas bidang perdata, 
artinya pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat 
membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang 
dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung 
secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Pasal 
1365 BW ke Pengadilan Tinggi untuk dinyatakan dirampas 
untuk negara. Jadi, mirip dengan Peraturan 
Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang tahun 1958 di 
Indonesia. Dengan demikian, harus ada sistem pendaftaran 
kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat 
sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu.  
Bahwa dalam memberantas korupsi harus dicari 
penyebabnya lebih dahulu, kemudian penyebab itu 
dihilangkan dengan cara perevensi disusul dengan 
pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat 
disertai dengan tindakan represif pemidanaan. 
 
Penuntutan pidana hanya mempunyai fungsi sebagai obat 
yang terakhir. Jelas, korupsi tidak akan diberantas hanya dengan 





METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi Penelitian  
 Untuk memperoleh data yang diperlukan, berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar dan Kantor DPRD Kota Pare-Pare. 
  Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Ketua 
Pengadilan Negeri Makassar atau yang ditunjuk oleh beliau, serta Ketua 
DPRD Kota Pare-Pare atau yang ditunjuk mewakili. 
  Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut, dengan pertimbangan 
bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan di 
Pengadilah Tipikor yang berdomisili di Makassar. Selain itu, lokasi 
penelitian di kota Pare-Pare, karena dikaitkan dengan masalah kedudukan 
kepala daerah, menjadi kewenangan DPRD dalam menentukan 
kedudukan tersebut. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Data primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan 
(field research) terutama dengan menggunakan metode 
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wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pejabat dari instansi 
yang terkait. 
b. Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 
penelitian kepustakaan (library research) terutama melalui 
penelusuran buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur, 
peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, 
dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-
bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Penelitian lapangan  
Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
yang berupa hasil wawancara dengan pejabat dari instansi yang 
terkait yang berhubungan dengan objek penelitian. 
b. Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait 
dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
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kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat 
relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut 
telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-
dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Pemidanaan terhadap Kepala Daerah dalam Tindak 
Pidana Administrative Corruption. 
 
Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana administrative 
corruption tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun 
berdasarkan uraian beberapa doktrin, maka kategori yang termasuk tindak 
pidana administrative corruption terdapat dalam pengaturan Pasal 3 dari 
undang-undang tindak pidana korupsi yakni setiap orang yang dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara. 
Tindak pidana administrative corruption yaitu tindak pidana yang 
dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana 
jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling 
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singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh  juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 
Bapak Damis (Hakim Tindak Pidana Korupsi) di Pengadilan Negeri 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa bentuk 
pemidanaan tindak pidana korupsi mengandung tiga aspek utama yaitu 
a. Pemidanaan tindak pidana korupsi bersifat komulasi yakni 
beberapa ketentuan mengatur ancaman pidana yang bersifat 
komulasi dan alternatif yang dikenal dengan istilah double track 
system.  
b. Mengatur ancaman pidana minimum dan maksimum antara 1 
(satu) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) dan ancaman pidana 
denda antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
c. Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tetap 
berlaku plus ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 




Bentuk pemidanaan dalam tindak pidana administrative corruption 
berdasarkan pendapat Bapak Damis yang dikaitkan dengan double track 
system yaitu penjatuhan pidana dengan dua jenis pidana pokok yaitu 
antara pidana penjara dengan pidana denda secara imperatif dan 
fakultatif. Pemidanaan dengan double track system disimpulkan dari dua 
kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari 
rumusan pasal. Khusus pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana pokoknya yaitu 
imperatif fakultatif hal mana pidana penjara seumur hidup atau dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima 
puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). Rumusan pasal mengenai pemidanaan secara imperatif fakultatif 
memberikan hakim pilihan antara menjatuhkan pidana penjara bersamaan 
dengan pidana denda (sifat fakultatif) atau salah satunya. 
Sistem pemidanaan dengan double track system atau dengan 
kata lain pemidanaan dengan diancamkannya dua pidana pokok secara 
kumulatif bagi seseorang karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak 
pidana tertentu merupakan suatu perkembangan baru di Indonesia, yang 
menyimpang dari kehendak pembentuk KUHP. Menurut Prof. Simons 
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bahwa penjatuhan dari dua macam pidana pokok pada suatu saat yang 
sama bagi seseorang yang telah terbukti melakukan sesuatu tindak 
pidana tertentu dapat dibenarkan, khususnya apabila tindak pidana 
tersebut telah dilakukan dengan tujuan untuk mendapat suatu keuntungan 
(Lamintang, 2012:46).  
Dihubungkan dengan tindak pidana administrative corruption, hal 
mana tindak pidana ini termasuk ke dalam tindak pidana dengan tujuan 
untuk mendapatkan suatu keuntungan, maka sangat tepat disebutkan 
bahwa tindak pidana tersebut dikenakan pemidanaan dengan double track 
system. 
Perlu diketahui pembedaan yang jelas antara Pasal 2 dan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
hal ini berkaitan dengan penerapan hukum terhadap kasus korupsi yang 
diperiksa oleh pengadilan yang mengemukakan bahwa: 
“Perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu: 
1. Kedua pasal tersebut sama-sama sifat melawan hukum; 
2. Pasal 2 merupakan sifat melawan hukum umum sedangkan 
Pasal 3 adalah sifat melawan hukum diam-diam sehingga 
melawan hukum tidak perlu dibuktikan cukup 
menyalahgunakan kewenangan dst. Dibuktikan; 
3. unsur memperkaya dan menguntungkan sebenarnya secara 
tujuan sama akan tetapi saya menggunakan ilustrasi seorang 
karyawan yang melakukan korupsi dan seorang pimpinan 
berbeda. Bisa jadi karyawan melakukan korupsi hanya untuk 
memperkaya dirinya sedangkan seorang pimpinan dengan 
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status yang telah kaya lebih cocok untuk dikatakan 
menguntungkan dirinya sendiri; 
4. Pasal 2 dijatuhkan kepada semua subjek hukum tindak pidana 
korupsi sedangkan Pasal 3 dikhususkan pada pejabat yang 





Hal yang menarik kemudian untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai pembuktian kerugian Negara, bahwa dalam pertimbangan 
hakim khususnya di pengadilan Negeri secara umum menggunakan audit 
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang 
secara yuridis kewenangan satu-satunya lembaga mengaudit kerugian 
negara berada pada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam 
wawancara lebih lanjut dengan Bapak Damis mengemukakan bahwa: 
“Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit keuangan 
terdiri atas 3 (tiga) lembaga yaitu Inspektorat Ibukota, BPKP, dan 
BPK”. Dalam hal pada pembuktian di persidangan mengenai 
kerugian keuangan Negara oleh lembaga audit sebenarnya 
berdasarkan kasuistis. Akan tetapi, pada pengadilan tindak pidana 
korupsi pembuktian perkara korupsi selalu disertai dengan 
pembuktian keuangan Negara terlepas dari penilaian lembaga 
mana yang berwenang mengaudit antara BPK dan BPKP. Secara 
yuridis, berdasarkan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan bahwa BPK adalah satu-satunya 
lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Akan tetapi, dalam Pasal 9 UU No. 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat 
memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern 
pemerintah serta dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga 
ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. 
Sehingga dapat dikatakan lembaga audit lainnya melalui Pasal 9 
pemeriksaan keuangan negara dapat diakui secara sah. Perlu 
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ditambahkan lagi bahwa audit yang dilakukan baik oleh BPK 
maupun BPKP sepenuhnya penilaian kembali kepada Hakim 
dimana Hakim tidak terikat hasil temuan yang dilakukan sehingga 
Hakim dapat menghitung perhitungan sendiri berdasarkan fakta 
persidangan. Penilaian hakim tersebut dengan tolok ukur PP No. 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.”  
 
Pada penelitian ini, penulis melakukan studi dalam kasus mantan 
Walikota Parepare dengan Putusan Nomor : 237/Pid.B/2009/PN.Mks. 
Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  
Adapun proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana 
administrative corruption  yang penulis teliti adalah sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
a. Bahwa selaku Walikota / Kepala Daerah terdakwa mempunyai 
kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: 
a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi 
Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945; 
b.  memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
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c.  menghormati kedaulatan rakyat; 
d.  menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 
e.  meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 
f.  memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;. Dan 
g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya 
sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 
Daerah Pasal 25 Kepala Daerah mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;  
b. mengajukan rancangan Perda; 
c. menetapkan Perda yang telah mendapat  persetujuan bersama 
DPRD; 
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD 
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;  
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;  
f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 




Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah mempunyai kewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;  
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;  
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan;  
f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 
g. memajukan dan  mengembangkan daya saing daerah; 
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan daerah;  
j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di 
daerah dan semua perangkat daerah;  
k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.  
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Selaku Komisaris, terdakwa mempunyai tugas sebagaimana diatur 
Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas yakni “Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan 
direksi dan memberikan nasehat kepada direksi”. 
 
b. Bahwa sekitar awal tahun 2004, Drs. H. ANDI BUSTAN 
memperkenalkan terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE 
dengan terdakwa Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc dan perkenalan 
tersebut berlanjut dengan pembicaraan berkesinambungan di 
Makassar antara lain di Golden Hotel dan Hotel Quality Makassar 
mengenai realisasi pendirian dan pengelolaan PT. Pares Bandar 
Madani (PT. PBM) hingga sampai pada kesepakatan untuk 
melibatkan Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc sebagai pihak swasta yang 
akan diajak bekerja sama dalam pendirian PT. PBM dan 
direncanakan terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE 
menduduki posisi selaku Komisaris sedangkan Dr. Ir. FRESH 
LANDE, M.Sc. Menduduki posisi Direktur Utama. 
c. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2004, Sekretaris Daerah Kota Pare-
Pare atas nama Walikota Pare-Pare mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah (RANPERDA) pendirian PT. PBM yang ditujukan 
kepada DPRD Kota Pare-Pare untuk dibahas dan hasil pembahasan 
disetujui oleh DPRD Kota Pare-Pare menjadi Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pendirian PT. PBM. 
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d. Bahwa setelah Perda No. 9 Tahun 2004 disahkan selanjutnya 
terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE menyampaikan kepada 
Stafnya pada Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Daerah 
Setdako Pare-Pare atas nama BASUKI BUSRAH, SE. untuk 
mengurus Akta Pendirian PT. PBM di Kantor Notaris HABIBAB ABU 
BAKAR, SH., yang konsep/penyusunan draf Akta Pendirian 
dikerjakan oleh ZAINAL ABIDIN Bin Raga (Staf pada Kantor Notaris). 
yang mengatakan agar konsep pendirian PT. PBM disesuaikan 
dengan Perda No. 9 Tahun 2004. 
Pada saat penyusunan konsep memasuki tentang komposisi saham, 
BASUKI BUSRAH, SE atas perintah terdakwa Drs. H. MOHAMMAD 
ZAIN KATOE menghubungi Staf Kantor Notaris dengan permintaan 
perubahan penempatan saham yakni saham Pemkot Pare-Pare 
sebanyak Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta 
rupiah) atau 51 %  sedangkan saham Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. 
Sebanyak Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) 
atau 49 %. Selain menyampaikan komposisi saham sebagaimana 
tersebut diatas kepada terdakwa Drs, H. MOHAMMAD ZAIN KATOE, 
BASUKI BUSRAH, SE, juga menanyakan hal tersebut kepada 
DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. Via telepon yang dijawab “saya tidak 
mempunyai modal” dan kemudian DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc 
menyampaikan pada BASUKI BUSRAH, SE, “sesuai dengan 
arahan terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE (Walikota 
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Pare-Pare) kepadanya agar penyusunan Akta Pendirian PT. PBM 
mempedomani Perda Nomor 9 Tahun 2004” maka DR. Ir. FRESH 
LANDE, M.Sc menyampaikan pada BASUKI BUSRAH, SE bahwa 
sahamnya sebanyak 49 %. Sehingga komposisi sama Pemkot Pare-
Pare sebanyak 51 % dan DR. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. sebanyak 49 
%. 
e. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2004 bertempat di Kantor Walikota 
Pare-Pare dilakukan penandatanganan Akta pendirian PT. PBM 
(Akta Notaris Nomor 51 Tahun 2004). Setelah penandatanganan ini, 
terdakwa terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE melalui Drs. 
Umar Usman (Pemimpin Kegiatan Penyertaan Modal pada Holding 
Company) untuk membuat nota pertimbangan pencairan dana APBD 
penyertaan modal Pemkot Pare-Pare pada PT. PBM dan diproses di 
Bagian Keuangan Sekretariat Kota Pare-Pare. Setelah melalui 
proses di bagian keuangan, pada tanggal 7 Juli 2004 terbit Surat 
Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 204/Pembiayaan untuk 
penyertaan modal Pemkot Pare-Pare pada PT. PBM sebesar Rp 
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan oleh 
bagian keuangan untuk ditransfer masuk ke rekening PT. PBM 
f. Oleh karena PT. PBM belum memiliki rekening, terdakwa Drs. H. 
MOHAMMAD ZAIN KATOE dan Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. 
Memerintahkan BASUKI BUSRAH, SE, melakukan pembukaan 
rekening pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-00-
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0453642-7 dengan setoran awal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) yang dananya berasal dari dana penyertaan modal PT. PBM 
sebagaimana SPMU (SPMU) Nomor : 204/Pembiayaan untuk 
penyertaan modaL tanggal 7 Juli 2004. Selain itu juga BASUKI 
BUSRAH, SE. atas perintah terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN 
KATOE menyerahkan kepada Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. dana 
sebesar Rp. 10.000.000,- untuk membuka rekening pada Bank 
Mandiri nomor 152-00-0454080-9 sehingga masih tersisa sebesar 
Rp. 290.000.000,- kemudian dana tersebut ditransfer masuk ke 
rekening PT.PBM Nomor 152-00-0454642-7. 
g. Selanjutnya atas permintaan terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN 
KATOE diterbitkan lagi SPMU tanggal 31 Juli 2004 senilai Rp 
1.150.000.000,- yang dicairkan tanggal 5 Agustus 2004 yang 
kemudian ditransfer ke rekening PT. PBM. Dengan demikian bahwa 
dana APBD Pemkot Pare-Pare yang sudah dimasukkan ke PT. PBM 
sesuai penyertaan modal adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang 
tercatat masing-masing atas nama Drs. H. MOHAMMAD ZAIN 
KATOE atas nama Pemkot Pare-Pare senilai Rp 765.000.000,- dan 
Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. sebesar Rp 735.000.000,-. 
h. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2004 terdakwa Drs. H. 
MOHAMMAD ZAIN KATOE telah menyetor keseluruhan saham 
sebanya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 
dalam bentuk uang tunai kepada PT. PBM yang melampaui nominal 
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uang yang ditentukan untuk disetor pada PT. PBM  yaitu sebanyak 
Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) atau 51 
%  dan Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. tidak pernah melakukan 
penyetoran uang atau modal pada PT. PBM. sebanyak Rp. 
735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 49 %. 
Sebagaimana telah ditentukan dalam Akta Notaris Nomor 51 Tahun 
2004. Perbuatan terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE dan 
Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. tidak sesuai Akta Notaris dan 
bertentangan dengan: 
1. Pasal 26 PERDA Nomor 9 Tahun 2004 : 
 (3). Pada saat pendirian perseroan, dari modal dasar perseroan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) harus telah ditempatkan 
oleh para pendiri perseroan paling sedikit 25 % atau sebesar 
Rp. 750.000.000,- 
 (4) Dari modal ditempatkan pada perseroan sebagaimana 
dimaksud ayat (3) harus telah disetor paling sedikit 50 % 
atau sebesar Rp. 375.000.000,- dari nilai nominal setiap 
saham yang dikeluarkan pada saat pendirian perseroan. 
 (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (4) harus telah 
disetor penuh dalam bentuk uang tunai dan atau dalam 
bentuk lainnya kepada perseroan oleh masing-masing 




 (6) Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat 
disetor penuh dalam bentuk uang tunai dan atau bentuk lain 
kepada perseroan paling lambat pada tanggal akta pendirian 
perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum 
dari menteri. 
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 
Tentang Perseroan Terbatas yakni “setiap perseroan wajib 
mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”. 
i. Bahwa penyetoran saham Pemerintah Kota Pare-Pare (yang diwakili 
oleh terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE) secara 
keseluruhan kepada PT. PBM yaang bekerjasama dengan  Dr. Ir. 
FRESH LANDE, M.Sc. (Swasta) yang sama sekali tidak memiliki 
modal atau saham pada PT. PBM adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan: 
1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 
Tenrang Keuangan Negara yakni “Keunangan Negara Dikelola 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan. 
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu : 
Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan  yang berlaku, efisien, efektif, 
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transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan dan kepatutan”. 
3. Pasal 1 angka 13 PERDA Nomor 9 Tahun 2004 yakni “Penyertaan 
modal daerah adalah dalam bentuk modal pada perseroan yang 
terbagi dalam saham yang sebagian besar atau paling sedikit 51 
% dimiliki daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal 
perusahaan. 
4. Pasal 29 ayat (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2004 yakni Rasio 
jumlah kepemilikan saham dari seluruh modal dasat perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51 % atau 
1.530 lembar saham atau seluruhnya sebesar nilai nominal Rp. 
1.530.000.000,- yang merupakan penyertaan modal daerah. 
b. Orang perorangan atau badan hukum lain memiliki saham 
paling banyak 49 % atau 1.470 lembar saham atau seluruhnya 
sebesar nilai nominal Rp 1.470.000.0000,- yang merupakan 
penyertaan modal dari masyarakat atau pihak lain.  
j. Bahwa setelah dana penyertaan modal Pemkot Pare-Pare masuk ke 
rekening PT. PBM Nomor 152-00-0453642-7 yang merupakan 
rekening bersama (Contract Sigm) antara Drs. H. MOHAMMAD ZAIN 
KATOE selaku Komisaris dan Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc. selaku 
Direktur, terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE telah 
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menyetujui pemindahbukuan dana penyertaan modal Pemkot 
Pare-Pare pada PT. PBM yang tersimpan pada rekening nomor 
152-00-0453642-7 ke rekening 152-00-0454080-9 atas nama Dr. Ir. 
FRESH LANDE, M.Sc. Bahwa seluruh dana penyertaan modal 
tersebut di atas rencananya akan digunakan oleh Dr. Ir. FRESH 
LANDE, M.Sc. selaku Direktur PT. PBM untuk operasional PT. 
PBM atas persetujuan terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN 
KATOE selaku Komisaris. 
Bahwa terdakwa Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE selaku 
Komisaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana 
Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas yakni “Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan 
direksi dan memberikan nasehat kepada direksi”, sehingga Dr. Ir. 
FRESH LANDE, M.Sc menjalankan kegiatan PT. PBM tidak 
berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik sesuai laporan 
Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Masyus Salin dan 
Rekan terhadap Laporan Keuangan PT. PBM Per 31 Desember 
2004 Nomor : 35/AU/KAP-MS/VIII/2005 dan Laporan Keuangan PT. 
PBM Tahun 2005 Per 31 Desember 2005 Nomor 36/AU/KAP-
MS/VIII/2006 yang isinya “Laporan keuangan tidak disusun 
sesuai standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan tidak 
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan, perhitungan laba rugi dan arus kas”. 
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k. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Drs. H. 
MOHAMMAD ZAIN KATOE telah mengakibatkan kerugian keuangan 
Negara dalam hal ini Pemkot Pare-Pare sebesar R. 1.116.621.600,- 
(satu milyar seratus enam puluh enam juta dua puluh satu ribu enam 
ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP 
Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-6517/PW21/5/2006 
tanggal 25 September 2006. 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
2. Dakwaan 
Primair 
Bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa di dakwa melakukan 
suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebgaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.  
Subsidair 
Bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa terdakwa oleh Jaksa 
Penuntut Umum di dakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebgaimana 
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP yang memuat unsur-unsur delik sebagai 
berikut: 
a. Setiap orang; 
b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi; 
c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan; 
d. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
e. yang melakukan, dan yang turus serta melakukan perbuatan; 
f. jika antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikan 
rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; 
 
ad.a. Unsur setiap orang : 
Bahwa dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “setiap orang 
adalah orang perorangan atau termasu korporasi”. Bahwa yang dimaksud 
setiap orang atau orang perorangan adalah siapa saja sebagai sunyek 
hukum yang mampu bertanggung jawab dan suatu badan hukum sebagai 
pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam 
perkara ini yang didakwa sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku 
adalah terdakwa Drs. H. Muh. Zain Katoe bin Ma’ateng yang selama 
persidangan kelihatan sehat walafiat dan dapat dimengerti sebagal 
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pertanyaan dan dapat menjawabnya dengan baik dan saat ini masih tetap 
menjabat sebagai Walikota Pare-Pare, sehingga dengan demikian 
terdakwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi; 
ad.b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi; 
Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan 
untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Selain itu, 
unsur tersebut merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. 
Bahwa sesuai fakta dimana dana pendirian PT. PBM atas 
persetujuan terdakwa sebagiannya diatasnamakan Dr. Ir. FRESH LANDE, 
M.Sc sehingga seakan-akan Dr. Ir. FRESH LANDE, M.Sc sebagai pihak 
pendiri PT. PBM telah menyetorkan sahamnya sesuai ketentuan Pasal 7 
(2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan 
“setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 
perseroan didirikan” padahal sebelumnya ia telah menyatakan tidak 
mempunyai modal untuk itu dan tindakan terdakwa menyetujui pencairan 
dana penyertaan modal pada Holding Company (PT. PBM) tersebut, 
kemudian menyetujui pemindah-bukuan dana penyertaan modal yang 
semula tersimpan dalam rekening PT. PBM kemudian dipindahkan ke 
rekening atas nama Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc qq. Direktur PT. PBM , 
padahal dari awal terdakwa sudah mengetahui kalau Dr. Ir. Fresh Lande, 
M.Sc tidak mempunyai uang dan mengetahui pula kalau pendirian / 
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penempatan modal pada PT. PBM tidak sesuai dengan PERDA No. 9 
Tahun 2004 tentang pendirian PT. PBM. 
ad.c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki 
oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari pada maksud 
diberikannya kewenangan, ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana 
dimaksud. Dalam hal kewenangan tersebut tidak dipergunakan sesuai 
dengan jalannya pelaksanaan atau administrasi yang seharusnya. 
Bahwa terdakwa selaku Walikota Pare-Pare periode 2003 s/d 
2008 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 131.53-538 Tahun 2003 
terikat pada jabatannya tujuan diberikannya kewenangan Walikota Pare-
Pare sebagaimana dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan kedudukannya selaku Komisaris PT. PBM telah menyetujui 
pencairan dana penyertaan modal pada PT. PBM serta menyetujui 
penempatan sebagian dana anggaran penyertaan modal tersebut pada 
PT. PBM atas nama Dr. Ir. Fresh Lande, M.sc padahal diketahui kalau 
pendirian PT. PBM tersebut tidak sesuai dengan PERDA No. 9 Tahun 
2004 tentang Pendirian PT. PBM dan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 
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1995 adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena 
jabatan. 
ad.d. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara. 
Bahwa kata “dapat” dalam ketentuan penjelasan Pasal 3 UU. No. 
31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 
diartikan sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil 
yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 
Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam 
penjelasan UU tersebut adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk 
apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya 
segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul 
karena berada dalam penugasan, pengurusan dan pertanggungjawaban 
pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sedangkan 
yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan 
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas 
kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiriyang didasarkan 
kepada kebiijakan pemerintah, baik di tingkat pusat, maupun daerah, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan 
kepada seluruh kehidupan rakyat.  
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Bahwa sesuai fakta di persidangan terdakwa selaku Walikota 
Pare-Pare telah menyetujui nota pertimbangan untuk mencairkan dana 
penyertaan modal pada PT. PBM padahal terdakwa mengetahui kalau 
pihak swasta yang diajak bekerja sama yaitu Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc 
tidak mempunyai modal untuk disetorkan saat pendirian PT. PBM 
sehingga pada saat pendirian PT. PBM modal awal yang telah disetorkan 
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) seakan-
akan sebagiannya yakni 49 % sebesar Rp 735.000.0000,- (tujuh ratus tiga 
puluh lima juta rupiah) adalah uang / saham Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc 
yang sesungguhnya milik Pemerintah Kota Pare-Pare. Kemudian, 
terdakwa menyetujui pemindahbukuan atas anggara penyertaan modal 
Pemerintah Kota Pare-Pare sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima 
ratus juta rupiah) ke rekening Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc dan dalam 
pengelolaan dana anggaran tersebut oleh Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc 
sebagai Direktur PT. PBM, terdakwa sebagai Komisaris tidak melakukan 
pengawasan menurut Pasal 97 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas. 
Bahwa sesuai laporan hasil audit investigasi BPKP pengelolaan 
anggaran penyertaan modal Pemerintah Kota Pare-Pare pada PT. PBM 
telah mengakibatkan kerugian negara / Pemerintah Kota Pare-Pare 
mengalami kerugian sebesar Rp. 1.166.621.600,- (satu miliar seratus 
enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah). 
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ad.e. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut 
serta melakukan. 
Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang 
pelaku atau lebih sebagai pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum. 
Dan pelaku tersebut adalah orang yang melakukan, turut melakukan atau 
menyuruh melakukan. 
Bahwa sesuai fakta yang terungkap terdakwa setelah mendengar 
penyampaian dari Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc bahwa PT. PBM sudah bisa 
beroperasi dan membutuhkan dana, lalu terdakwa memproses pencairan 
dana penyertaan modal Pemerintah Kota Pare-Pare dengan nota 
pertimbangan yang berdasarkan Pasal 26 PERDA No. 9 Tahun 2004 
tentang Pendirian PT. PBM dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 
seharusnya keseluruhan dana anggaran penyertaan modal tidak bisa 
dicairkan oleh karena menurut PERDA No. 9 Tahun 2004 pada PT. PBM 
juga ada saham milik pihak swasta sebesar 49 % dan menurut Pasal 7 
ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 bahwa setiap pendiri perseroan wajib 
mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. 
ad.f. Unsur jika antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan 
berlanjut. 
Bahwa sesuai fakta di persidangan terdakwa telah menyetujui 
pencairan dana penyertaan modal PT. PBM yakni persetujuan atas nota 
pertimbangan tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus 
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lima puluh juta rupiah) kemudian persetujuan kembali nota pertimbangan 
tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima 
puluh juta rupiah) yang tersimpan di rekening PT. PBM kemudian 
terdakwa menyetujui pemindah bukuan dana anggaran penyertaan modal 
dari rekening PT. PBM ke rekening Dr. Ir. Fresh Lande, M.Sc sehingga 
dengan demikian dapat lebih leluasa menggunakan dana anggaran milik 
Pemerintah Kota Pare-Pare. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan 
berkali-kali dalam kurun waktu dari bulan Juli 2004 sampai dengan 
Oktober 2004 perbuatan mana mempunyai hubungan sedemikian rupa 
sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
3. Keterangan Saksi-Saksi 
Dalam kasus ini terdapat 29 (dua puluh sembilan) saksi dan 2 
(dua) orang saksi mahkota. Penulis dalam hal ini akan mengutip 
beberapa keterangan saksi mahkota sebagai berikut: 
1. Saksi Mahkota : Drs. H. Umar Usman, menerangkan : 
- Bahwa berdasarkan SK Walikota No. 102 Tahun 2004, Saksi 
diangkat sebagai pimpinan kegiatan penyertaan modal Holding 
Company; 
- Bahwa tugas Saksi sebagai pemimpin kegiatan adalah 
mengawasi, mengendalikan penyertaan modal Holding Company; 
- Bahwa Saksi pernah membaca Perda No.9 tentang pendirian PT. 
Pares Bandar Madani, dimana dalam Perda tersebut disebutkan 
mengenai usaha dan kegiatannya; 
- Bahwa setelah melapor Saksi disuruh untuk mencairkan dana dari 
Bendahara yang dianggarkan dalam APBD; 
- Bahwa Perna NO.9 lahir pada akhir bulan April 2004; 




- Bahwa isi pertimbangan yang Saksi buat dan ditujukan kepada 
Walikota, Sekda dan Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi 
adalah perihal pencairan dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga 
ratus lima puluh juta rupiah) untuk PT. Pares Bandar Madani; 
- Bahwa Saksi hanya membuat nota pertimbangan untuk 
pengeluaran dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah), sedangkan untuk dana sebesar Rp.1.150.000.000,- 
(satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) Saksi tidak 
mengeluarkan nota permintaan; 
- Bahwa dana sebesar Rp.1500.000.000,- (satu miliar lima ratus 
juta rupiah) merupakan saham Pemerintah Kota; 
- Bahwa pencairan modal penyertaan kepada PT. Pares Bandar 
Madani atas inisiatif Walikota (Terdakwa) dimana Terdakwa 
memanggil Saksi melalui ajudannya dan menjelaskan telah 
ditunjuk Basuki Busrah untuk mencairkan dana, dan setelah itu 
Saksi membuat nota pertimbangan kepada Terdakwa; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar saham dari Fresh 
Lande dalam penyertaan modal tersebut; 
- Bahwa ada laporan tertulis dari Fresh Lande setelah menerima 
pencairan dana tersebut, dimana laporan tersebut disampaikan 
kepada bagian keuangan dan ada tembusan kepada Saksi; 
- Bahwa laporan dari Fresh Lande adalah bahwa telah menerima 
secara keseluruhan dana sebesar Rp.150.000.000,- (satu miliar 
lima ratus juta rupiah); 
- Bahwa Saksi hadir pada saat pembahasan penyertaan modal 
kepada Holding Compony di DPRD Kota Pare-Pare; 
- Bahwa setelah dana sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar 
seratus lima puluh juta rupiah) cair baru ada laporan kepada saksi; 
 
2. Saksi Mahkota : DR. Ir. Fresh Lande, MSc, menerangkan : 
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa berkaitan dengan 
PT. Pares Bandar Madani; 
- Bahwa Saksi sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris; 
- Bahwa penyertaan modal 100% (seratus persen) dari Pemerintah 
Kota Pare-Pare; 
- Bahwa pada saat adanya Akta Pendirian PT. Pares Bandar 
Madani, belum ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 
- Bahwa dalam Akta tersebut disebutkan pembagian saham, 
dimana Saksi ditempatkan sebagai pemegang saham 49% (empat 
puluh sembilan persen) dan Walikota sebesar 51% (lima puluh 
satu persen); 
- Bahwa Saksi belum pernah menyetor uang kepada PT. Pares 
Bandar Madani, karena nama Saksi hanya dicantumkan tetapi 
kenyataannya milik Pemda, hal itu dilakukan untuk memenuhi 
syarat suatu perseroan; 
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- Bahwa dana pada PT. Pares Bandar Madani semuanya milik 
Pemerintah Kota Pare-Pare, dan Saksi seolah-olah pernah 
menyeto dana ke dalam perusahaan tersebut; 
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyetoran saham sebesar 49% 
(empat puluh sembilan persen) dan 51% (lima puluh satu persen) 
sekitar bulan agustus 2004; 
- Bahwa Saksi disebutkan memiliki Saham dalam PT. Pares Bandar 
Madani meskipun dalam kenyataannya Saham milik Pemerintah 
Kota Pare-Pare, hal itu menurut Saksi bisa dilakukan dan Saksi 
pernah lakukan sebelumnya pada saat Saksi di Kalimantan Barat, 
dimana pada saat itu Saksi diminta oleh Tanri Abeng; 
- Bahwa Saksi menerima menjadi Direktu PT. Pares Bandar Madani 
karena Saksi tidak mengetahui mengenai ketentuan hukum 
terhadap masalh itu, yang Saksi ketahui hanya di bidang bisnis, 
dan Saksi didorong oleh naluri untuk membuktikan kemampuan 
professional Saksi di bidang tersebut; 
- Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris tidak melakukan 
Pengawasan langsung, yang ada adalah Pengawasan jika ada 
masalah; 
- Bahwa dana sebilai Rp.1.50.000.000,- (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) sudah diterima oleh PT. Pares Bandar Madan, dan atas 
hal itu Saksi sudah membuat pernyataan; 
 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
4. Keterangan Ahli 
a. Saksi Ahli bernama Muhammad Subu, SE, yang dibawah sumpah 
memberikan keterangan menurut keahliannya sebagai berikut: 
- Bahwa keahlian Saksi adalah sebagai Audit Accounting sejak 
tahun 1987; 
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit atas pengelolaan uang 
daerah atas penyertaan kasus ini; 
- Bahwa obyek yang Saksi audit adalah Sekretariat Daerah Kota 
Pare-Pare yang berhubungan dengan PT. Pares Bandar Madani; 
- Bahwa Saksi melakukan audit terhadap PT. Pares Bandar Madani 
pada tahun 2006, dimana daerah mengalami kerugian sebesar 
Rp.1500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan setelah 
dilakukan audit, team audit menemukan PT. Pares Bandar Madani 
sudah tidak beroperasi lagi, hal tersebut menimbulkan kerugian 
Negara. 
- Bahwa kesimpulan dari audit yang dilakukan adalah mengenai 
pengelolaam anggaran PT. Pares Bandar Madani, dan menurut 
hasil audit tidak ada yang menyimpang, karena PT. Pares Bandar 
Madani belum beroperasi; 
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- Bahwa pada saat peralihan dana dari Rp.1500.000.000,- (satu 
miliar lima ratus juta rupiah) ke PT. Pares Bandar Madani belum 
ada kerugian Negara; 
- Bahwa hasil audit dari BPKP hanya merupakan bukti awal; 
- Bahwa menurut Saksi ada penyimpangan dalam hal administrasi; 
- Bahwa dari hasil audit BPKP, tidak ada nama Terdakwa Zain 
Katoe dalam daftar laporan orang yang diduga bertanggung 
jawab; 
- Bahwa yang bertanggung jawab dari sisi finansial dan dapat 
dimintai pertanggung jawaban adalah Direktur PT. Pares Bandar 
Madani; 
- Bahwa total dana dari Pemerintah Kota adalah sebesar 
Rp.1500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); 
- Bahwa saham yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota 
adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen); 
- Bahwa posisi saham dalam PT. Pares Bandar Madani tidak sesuai 
lagi dengan Perda No.9, karena terbagi 2 (dua) yakni 51% (lima 
puluh satu persen) dan 49% (empat puluh sembilan persen); 
b. Saksi Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, MS, dimana keterangannya telah 
dibacakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana terurai dalam Berita 
Acara Persidangan; 
c. Saksi Ahli Prof. DR. Aminuddin Ilmar, SH, MH. yang diajukan oleh 
Penasihat Hukum Terdakwa. Dimana Saksi Ahli tersebut 
menerangkan sesuai keahliannya dan dibawah sumpah 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa Saksi ahli di bidang Administrasi Negara; 
- Bahwa fungsi dan kewenangan dari Kepala Daerah adalah 
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat daerah; 
- Bahwa jika ingin melihat kerugian Negara maka dapat dilihat dai 
proses penganggaran; 
- Bahwa Undang-Undang N0.32 Tahun 2004 tidak mengatur 
mengenai larangan kepala Daerah sebagai Komisaris dalam 
perusahaan; 
- Bahwa mengenai jabatan Terdakwa sebagai Komisaris, harus 
dilihat dulu Rapa Umum Pemegang Saham; 
- Bahwa bantuan perusahaan daerah terhadap suatu perusahaan 
merupakan Kekayaan Negara; 
- Bahwa apabila Komisaris telah melaporkan kepada RUPS, maka 
tugas Komisaris sudah selesai; 
- Bahwa pencairan dana harus ada pengesahan dari Menteri 
Hukum dan HAM terlebih dahulu, namun menurut Saksi tidak ada 
masalah jika belum ada pengesahan modal sudah berjalan; 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
5. Keterangan Terdakwa 
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Terdakwa Drs. MOHAMMAD ZAIN KATOE memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Walikota Pare-Pare selama 2 
(dua) periode, dimana Periode I : tahun 2003 hingga tahun 2008, dan 
Periode II : thaun 2008 hingga tahun 2013; 
- Bahwa penyertaan modal atas pendirian PT. Pares Bandar Madani 
terjadi pada tahun 2004, dan pada saat penyertaan modal tersebut 
belum ada PT. Pares Bandar Madani yang ada hanya Holding 
Company; 
- Bahwa visi dan misi Terdakwa sebagai Walikota Pare-Pare tentang 
perusahaan holding company adalah untuk mensejahterakan 
masyarakat kota Pare-Pare, yang mana hal tersebut telah disetujui 
oleh DPRD Kota Pare-Pare tentang Penyertaan Modal dari APBD; 
- Bahwa besarnya penyertaan modal dari APBD adalah sebesar 
Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); 
- Bahwa PT. Pares Bandar Madani didirikan melalui Perda No.9; 
- Bahwa pendirian PT. Pares Bandar Madani berdasarkan Akta 
Notaris No.51 tahun 2004; 
- Bahwa besarnya modal dasar perusahaan tersebut adalah 
Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sedangkan modal dasarnya 
adalah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); 
- Bahwa inisiatif lahirnya Perda No.9 berasal dari Pemerintah Kota 
Pare-Pare; 
- Bahwa pembagian Saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) 
dan 49% (empat puluh sembilan persen) atas sepengetahuan 
Terdakwa dan persetujuan Perda; 
- Bahwa yang mencetus pembagian saham tersebut adalah DPRD; 
- Bahwa harta kekayaan PT. Pares Bandar Madani adalah milik 
Pemda; 
- Bahwa Pemerintah Kota yang menyetorkan dana sebesar 
Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke PT. Pares 
Bandar Madani, dan kemudian disetorkan ke kas PT. Pares Bandar 
Madani, bukan atas nama orang; 
- Bahwa Direktur PT. Pares Bandar Madani adalah Fresh Lande; 
- Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT. Pares Bandar Madani, 
dalam hal ini sebagai Walikota bukan sebagai pribadi; 
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. Pares Bandar Madani adalah sebagai 
pengawas dalam bentuk RUPS; 
- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban; 
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana pada PT. Pares Bandar Madani 




- Bahwa pada saat pengeluaran dana tersebut, Terdakwa hanya 
menanyakan dana tersebut untuk apa dan dijawab oleh Basuki untuk 
pembelian mobiler; 
- Bahwa uang tersebut keluar atas sepengetahuan Terdakwa; 
- Bahwa yang meminta agar perusahaan tersebut untuk diaudit adalah 
Terdakwa, karena ada yang meragukan; 
- Bahwa audit dilakukan pada tanggal 25 Juli 2005, dan hasilnya ada 
penyimpangan; 
- Bahwa Terdakwa berani mengeluarkan dana atas nama Pemerintah 
Kota karena ada pernyataan tentang dana tersebut milik Pemerintah 
Kota; 
- Bahwa Fresh Lande menjadi Direktu PT. Pares Bandar Madani atas 
inisiatif masyarakat; 
- Bahwa PT. Pares Bandar Madani mengeluarkan dana-dana tersebut 
atas tanda tangan Terdakwa; 
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengeluarkan dana tersebut, 
Terdakwa hanya diminta untuk menandatangani pengeluaran uang 
dari Bank untuk pembelian mobiler dan operasional; 
- Bahwa pengeluaran dana tersebut, Terdakwa hanya diminta untuk 
menandatangani pengeluaran uang dair Bank untuk pembelian 
mobiler dan operasional; 
- Bahwa pengeluaran dana tersebut, atas nama PT. Pares Bandar 
Madani, dan uang yang telah dikeluarkan dimasukkan ke dalam 
rekening atas nama Fresh Lande; 
- Bahwa terakhir ada permintaan cheque, dan atas hal itu Terdakwa 
menyarankan agar dana tersebut dipindahkan ke Bukopin tentang 
dana PT, Pares Bandar Madani, dan pada saat Terdakwa chek di 
Bukopin dana tersebut tidak ada dan masuk ke rekening Fresh 
Lande; 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
6. Barang Bukti 
Barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini berdasarkan 
pengolahan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR : 08 / Pen.Pid/ 
2008/ PN MKS 
- 129 (seratus dua puluh sembilan) Lembar Nota Kontan; 
- 182 (seratus delapan puluh dua) Lembar Kwitansi; 
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- 12 (dua belas ) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan PT. 
Pares Bandar Madani; 
- 63 (enam puluh tiga) lembar rekening listrik, telepon, PDAM, dan 
retribusi kebersihan; 
- 49 (empat puluh sembilan) lembar tanda terima; 
- 2 (buah) buku tabungan bank mandiri; 
- 8 (delapan) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri; 
- 2 (dua) buah bukum perjanjian kerja sama. 
2. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR :123/ Pen.Pid/ 
2006/ PN. PARE-PARE : 
- 2 (dua) eksamplar foto copy; 
- 1 (satu) Eksamler risalah rapat paripurna DPRD Tahun 2004; 
- 2 (dua) lembar SPMU; 
- 2 (dua) lembar SPP; 
- 2 (dua) lembar kwitansi; 
- 1 (satu) lembar surat kuasa pencairan dana; 
- 1 (satu) eksampler SK. Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI 
No. C-30084 HT.01.01.TH.2004. 
3. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR : 35/ Pen.Pid/ 
2007/ PN. MKS : 
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri 4058683 
- 1 (satu) unit mobil chevrolet; 
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- 1 (satu) lembar kwitansi kosong Atas harga 1 (satu) unit Mobil 
Derek Chevrolet. 
4. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR : 116/ Pen.Pid/ 
2007/ PN. PARE-PARE : 
- 3 (tiga) examplar Keputusan Direksi PT. Pares Bandar Madani 
- 3 (tiga) examplar Keputusan Walikota Parepare 
- 1 (satu) surat pernyataan Direksi PT. Pares Bandar Madani 
- 1 (satu) Examplar Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat 
Daerah Kota Pare-Pare; 
- 2 (dua) Examplar Laporan Keuangan PT. Pares Bandar Madani; 
- 1 (satu) Examplar Berita Acara penyerahan hasil kegiatan 
penyertaan modal pada holding company; 
- 2 (dua) Examplar SK. Perseroan 
- 2 (dua) Examplar Poto Copy Akte Notaris; 
- 1 (satu) STNK, Kwitansi, dan BPKB 
- 1 (satu) Pernyataan keputusan RUPS; 
- 2 (dua) unit sepeda motor; 
- 62 (enam puluh tiga) Barang Inventaris Kantor PT. PBM 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
7. Analisis Fakta 
Dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa 
dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam persesuaiannya 
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dikaitkan dengan barang bukti maka diperolehlah fakta-fakta 
dipersidangan sebagai berikut: 
- bahwa benar berawal dari pemaparan Visi dan misi dari terdakwa 
pada saat pencalonan dirinya menjadi walikota Pare-pare periode 
tahun 2003 sampai dengan 2008, yang pada waktu itu terdakwa 
menyampaikan tentang pendirian sebuah perusahaan berbentuk 
Holding Company dan diharapkan dari hasil perusahaan tersebut 
sebagai salah satu sumber untuk menambah pendapatan Asli 
Daerah Kota Pare-pare; 
- bahwa benar setelah terpilih menjadi Walikota Pare-pare maka ide 
pendirian perusahaan berbentuk Holding Company mulai diwujudkan 
dengan menyediakan dana dalam APBD tahun anggaran 2004 
sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk 
kegiatan penyertaan modal pada Holding Company melalui PERDA 
No.8 tahun 2004; 
- bahwa benar untuk pendirian perusahaan Holding Company tersebut 
atas permintaan terdakwa maka saksi H Andi Muh. Bustan 
mempertemukan terdakwa dengan saksi Dr. Ir. Fresh Lande, Msc; 
- bahwa benar atas penjeasan saksi Dr. Ir. Fresh Lande, MSc tentang 
pengalamannya sebagai konsultan beberapa perusahaan daerah 
maka terdakwa tertarik dan meminta saksi Dr. Ir. Fresh Lande, MSc 
untuk bekerjasama dan memimpin perusahaan Holding Company 
dan oleh saksi menyatakan ia tidak mempunyai modal; 
- bahwa benar dalam pembahasan di DPRD Kota Pare-Pare disetujui 
PERDA No.9 Tahun 2004; 
- bahwa benar dalam PERDA tersebut telah diatur mengenai 
komposisi saham yakni shaam pemerintah minimal 51% sedangkan 
saham swasta 49%; 
- bahwa benar dengan adanya PERDA No.9 tahun 2004 tersebut 
terdakwa menyampaikan kepada Drs. H. Umar Usman bersama 
stafnya Basuki Busrah, SE segera menemui Notaris Habibah 
Abubakar, SH untuk dibuatkan Akte Notaris; 
- bahwa benar terbitlah Akte No. 51 Tahun 2004 dengan komposisi 
sahamnya yaitu 51% milik Pemerintah Pare-Pare dan 49% milik 
pihak swasta dan susunan pengurusnya Dr. Ir. Fresh Lande, MSc 
sebagai Direktur dan Drs. H. Mohammad Zain Katoe Ma’ateng 
selaku Walikota Pare-Pare sebagai Komisaris; 
- bahwa benar untuk dapat diusulkan kepada Menteri Hukum dan 
HAM untuk mendapatkan pengesahan maka 50% dari modal dasar 
telah disetorkan ke PT. PBM yaitu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu 
miliar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya diambil dari Pemerintah 
Pare-Pare; 
- bahwa benar pada saat penandatanganan Akte Notaris seolah-olah 
Dr. Ir. Fresh Lande, Msc telah menempatkan saham senilai Rp 
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735.000.000,- dan telah disetorkan kepada perseroan, namun hal 
tersebut sama sekali tidak ada karena Dr. Ir. Fresh Lande, Msc telah 
menyatakan sebelumnya tidak mempunyai modal dan oleh terdakwa 
tetap disetujui dengan maksud untuk memenuhi persyaratan 
pendirian perseroan; 
- bahwa benar terdakwa selaku Walikota Pare-pare telah meminta 
kepada Drs. H. Umar Usman untuk mencairkan anggaran 
penyertaan modal sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus 
juta rupiah); 
- bahwa benar kemudian Drs. H. Umar Usman membuat nota 
pertimbangan untuk percairan anggaran penyertaan modal terebut 
yang telah disetujui oleh terdakwa; 
- bahwa dengan adanya SPMU maka saksi Basuki Busrah, SE 
mencairkan anggaran penyertaan modal untuk PT. PBM sebanya 2 
(dua) kali, yaitu sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) dan dimasukkan ke dalam rekening PT. PBM sebesar Rp 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Rp 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Dr. Ir. Fresh Lande, Msc 
dan selanjutnya dicairkan lagi sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu 
miliar seratus lima puluh juta rupiah) dimana dana tersebut awalnya 
masuk ke rekening PT. PBM yang kemudian atas persetujuan 
terdakwa dana penyertaan modal tersebut dipindahkan ke rekening 
atas nama Dr. Ir. Fresh Lande, Msc. 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
Berdasarkan uraian tersebut dakwaat primair pada Pasal 2 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum 
dalam delik korupsi yang umum, sementara dakwaan subsidair Pasal 3 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah pengkhususan dari 
perbuatan melawan hukum karena penyalahgunaan kewenangan dan 
kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang semestinya Pasal 3 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah pasal pemberatan dari 
Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 akan tetapi ancaman 
hukuman dari Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 lebih berat 
dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Akan tetapi, majelis 
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mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini lebih condong kepada 
Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 
Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa maka 
perlu juga mengungkapkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum 
terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan subsidair 
ini sama sekali tidak terbukti oleh karena menyangkut penyalahgunaan 
wewenang, sarana, jabatan yang ada padanya pada terdakwa adalah 
masih dalam ruang lingkup kewenangannya yang dijamin Undang-
undang, sehingga sekiranya terdapat perbuatan yang dipandang 
sebagai suatu penyimpangan (quad non) maka hal inipun adalah 
masuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sebagai suatu 
“seni dan irama” bagi terdakwa selaku Walikota Pare-pare, yang wajib 
hukumnya menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang tidak dapat 
dinilai dari segi konteks hukum pidana.  
Hal tersebut kemudian majelis tidak sependapat bahwa tindakan / 
perbuatan tersebut tidaklah menghilangkan / menghapuskan “sifat 
melawan hukumnya” perbuatan pidananya menempatkan dana 
anggaran penyertaan modal milik Pemerintah Kota Pare-pare atas 
nama pribadi pihak swasta Dr. Ir. Fresh Lande, Msc sebagai salah satu 
pendiri PT. PBM dan menyetujui pemindah bukuan dana anggaran 
penyertaan modal milik Pemerintah Pare-pare ke rekening atas nama 
Dr. Ir. Fresh Lande, Msc selaku Direktur PT. PBM. Dalam persidangan 
tidaklah ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar 
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bagi perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.  
Adapun hal-hal yang dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan 
pidana yaitu: 
1. Hal-hal yang memberatkan :  
- Perbuatan terdakwa telah turut menghilangkan kepercayaan 
masyarakat; 
2. Hal-hal yang meringankan :  
 - terdakwa sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan; 
 - terdakwa belum pernah dihukum; 
8. Tuntutan 
Tuntutan Pidana penuntut Umum yang pada pokoknya meminta 
kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum 
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) 
KUHP pada Dakwaan Primair; 
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2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah 
melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang 
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP pada Dakwaan 
Subsidair; 
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar 
Terdakwa ditahan di RUTAN Klas I Makassar. 
4. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR : 08 / Pen.Pid/ 
2008/ PN MKS 
- 129 (seratus dua puluh sembilan) Lembar Nota Kontan; 
- 182 (seratus delapan puluh dua) Lembar Kwitansi; 
- 12 (dua belas ) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan 
PT. Pares Bandar Madani; 
- 63 (enam puluh tiga) lembar rekening listrik, telepon, PDAM, 
dan retribusi kebersihan; 
- 49 (empat puluh sembilan) lembar tanda terima; 
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- 2 (buah) buku tabungan bank mandiri; 
- 8 (delapan) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri; 
- 2 (dua) buah bukum perjanjian kerja sama. 
2. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR :123/ Pen.Pid/ 
2006/ PN. PARE-PARE : 
- 2 (dua) eksamplar foto copy; 
- 1 (satu) Eksamler risalah rapat paripurna DPRD Tahun 2004; 
- 2 (dua) lembar SPMU; 
- 2 (dua) lembar SPP; 
- 2 (dua) lembar kwitansi; 
- 1 (satu) lembar surat kuasa pencairan dana; 
- 1 (satu) eksampler SK. Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia 
RI No. C-30084 HT.01.01.TH.2004. 
3. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR : 35/ Pen.Pid/ 
2007/ PN. MKS : 
- 1 (satu) buah BPKN Nomor Seri 4058683 
- 1 (satu) unit mobil chevrolet; 
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong Atas harga 1 (satu) unit Mobil 
Derek Chevrolet. 
4. Barang bukti berdasarkan PENETAPAN NOMOR : 116/ Pen.Pid/ 
2007/ PN. PARE-PARE : 
- 3 (tiga) examplar Keputusan Direksi PT. Pares Bandar Madani 
- 3 (tiga) examplar Keputusan Walikota Parepare 
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- 1 (satu) surat pernyataan Direksi PT. Pares Bandar Madani 
- 1 (satu) Examplar Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat 
Daerah Kota Pare-Pare; 
- 2 (dua) Examplar Laporan Keuangan PT. Pares Bandar 
Madani; 
- 1 (satu) Examplar Berita Acara penyerahan hasil kegiatan 
penyertaan modal pada holding company; 
- 2 (dua) Examplar SK. Perseroan 
- 2 (dua) Examplar Poto Copy Akte Notaris; 
- 1 (satu) STNK, Kwitansi, dan BPKB 
- 1 (satu) Pernyataan keputusan RUPS; 
- 2 (dua) unit sepeda motor; 
- 62 (enam puluh tiga) Barang Inventaris Kantor PT. PBM 
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5000,- (lima ribu rupiah). 
Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
9. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Mohammad Zain Katoe Bin Ma’ateng 
terebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan 
berlanjut; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
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tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 
2 (dua) bulan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1. PENETAPAN NOMOR : 08 / Pen.Pid/ 2008/ PN MKS 
- 129 (seratus dua puluh sembilan) Lembar Nota Kontan; 
- 182 (seratus delapan puluh dua) Lembar Kwitansi; 
- 12 (dua belas ) lembar daftar pembayaran gaji dan tunjangan 
PT. Pares Bandar Madani; 
- 63 (enam puluh tiga) lembar rekening listrik, telepon, PDAM, 
dan retribusi kebersihan; 
- 49 (empat puluh sembilan) lembar tanda terima; 
- 2 (buah) buku tabungan bank mandiri; 
- 8 (delapan) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri; 
- 2 (dua) buah bukum perjanjian kerja sama. 
2. PENETAPAN NOMOR :123/ Pen.Pid/ 2006/ PN. PARE-PARE : 
- 2 (dua) eksamplar foto copy; 
- 1 (satu) Eksamler risalah rapat paripurna DPRD Tahun 2004; 
- 2 (dua) lembar SPMU; 
- 2 (dua) lembar SPP; 
- 2 (dua) lembar kwitansi; 
- 1 (satu) lembar surat kuasa pencairan dana; 
- 1 (satu) eksampler SK. Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia 
RI No. C-30084 HT.01.01.TH.2004. 
3. PENETAPAN NOMOR : 35/ Pen.Pid/ 2007/ PN. MKS : 
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- 1 (satu) buah BPKN Nomor Seri 4058683 
- 1 (satu) unit mobil chevrolet; 
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong Atas harga 1 (satu) unit Mobil 
Derek Chevrolet. 
4. PENETAPAN NOMOR : 116/ Pen.Pid/ 2007/ PN. PARE-PARE : 
- 3 (tiga) examplar Keputusan Direksi PT. Pares Bandar Madani 
- 3 (tiga) examplar Keputusan Walikota Parepare 
- 1 (satu) surat pernyataan Direksi PT. Pares Bandar Madani 
- 1 (satu) Examplar Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat 
Daerah Kota Pare-Pare; 
- 2 (dua) Examplar Laporan Keuangan PT. Pares Bandar 
Madani; 
- 1 (satu) Examplar Berita Acara penyerahan hasil kegiatan 
penyertaan modal pada holding company; 
- 2 (dua) Examplar SK. Perseroan 
- 2 (dua) Examplar Poto Copy Akte Notaris; 
- 1 (satu) STNK, Kwitansi, dan BPKB 
- 1 (satu) Pernyataan keputusan RUPS; 
- 2 (dua) unit sepeda motor; 
- 62 (enam puluh tiga) Barang Inventaris Kantor PT. PBM 
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5000,- (lima ribu rupiah). 
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Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
dijadikan barang bukti dalam perkara lain; 
4.. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5000,- (lima ribu rupiah). 
 Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2010 
10. Komentar Penulis 
Menurut penulis, putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim 
pengadilan Negeri Makassar dalam perkara tersebut oleh terdakwa 
telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat pemidanaan berdasarkan 
dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Hal ini terbukti dengan 
adanya hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 
(1) KUHP. Dalam pemidanaan terhadap Kepala Daerah khususnya 
Walikota Kota Parepare, dijatuhkan pidana dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Bentuk 
pemidanaan dalam putusan tersebut menggunakan kata “dan” dimana 
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hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara bersamaan 
dengan pidana denda. 
Penulis juga perlu menanggapi hal yang merupakan salah satu 
pembahasan pada latar belakang masalah mengenai ungkapan 
kriminalisasi kebijakan. Ungkapan tersebut dilakukan oleh Penasihat 
Hukum terdakwa melalui pembelaannya yang menyinggung  masalah 
penyalahgunaan wewenang, sarana, jabatan yang ada pada terdakwa. 
Dalam pembelaan terdakwa oleh penasihat hukum dijelaskan bahwa 
perbuatan penyalahgunaan wewenang terdakwa berada dalam ruang 
lingkup kewenangannya yang dijamin Undang-undang, sehingga 
sekiranya terdapat perbuatan yang dipandang sebagai suatu 
penyimpangan (quad non) maka hal tersebut adalah masuk dalam 
ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sebagai suatu “seni dan 
irama” bagi terdakwa selaku Walikota Pare-pare, yang wajib hukumnya 
menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang tidak dapat dinilai dari 
segi konteks hukum pidana.  
Istilah seni dan irama inilah yang penulis ketahui berdasarkan 
wawancara dengan bapak Damis, S.H., merupakan freis ermessen. 
Dalam salah satu Jurnal Pusdiklat Teknis Peradilan dengan Judul 
Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian perkara oleh Prof. Dr. 
Indriyanto Seno Adji, SH., M.H. berdasarkan materi yang diberikan 
bapak Damis, S.H., penulis menemukan jawaban bahwa mengenai 
freis ermessen tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana. Akan tetapi, 
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kemudian ketika itu berhubungan dengan Detournement de Pouvoir 
dan Abuse de droit oleh pejabat yang menguntungkan diri sendiri, 
orang lain, atau korporasi, maka hukum pidana dapat menjangkau 
suatu kebijakan tersebut yang menggunakan freis ermessen. 
 
B. Kedudukan Kepala Daerah dalam Perkara Tindak Pidana 
Administrative Corruption 
 
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kedudukan Kepala 
Daerah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian merupakan 
tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
adapun dasar hukum wewenang tersebut diatur dalam Pasal 42 huruf 
d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yaitu 
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; 
 
Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam kasus 
Walikota Kota Parepare dengan terdakwa Drs. Moh. Zain Katoe 
Ma’ateng, DPRD Kota Parepare tidak mengajukan usulan 
pemberhentian Walikota Parepare. Hal ini disampaikan langsung oleh 
Ibu Suriani, S.H selaku Kepala Bagian Hukum DPRD Kota Parepare 
mengemukakan bahwa:   
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“Saat kasus Walikota Parepare mencuat, tidak pernah 
dilakukan rapat pembahasan usulan pemberhentian Walikota 
Parepare terpilih. DPRD hanya disampaikan langsung 
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.73-973 Tahun 2010 




Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut ditetapkan 
pemberhentian sementara Walikota Parepare dilakukan berdasarkan 
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Jo Pasal 126 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 
Daerah bahwa Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Menteri 
Dalam Negeri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana korupsi yang berkas perkaranya telah dilimpahkan ke 
pengadilan dalam proses penuntutan dengan dibuktikan register 
perkara.  
Menurut Abu Latif, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Kantor 
Walikota Parepare mengemukakan bahwa: 
“Berbicara tentang kedudukan Walikota Parepare berdasarkan 
kasus Bapak Zain Katoe yang bergulir sebelum tahun 2009, 
pada saat itu Pak Zain Katoe masih menjabat sebagai Walikota 
Parepare berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
131.73-764 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 Masa 
Jabatan Tahun 2008-2013. Akan tetapi, ketika kemudian 
perkara Pak Zain dilimpahkan ke pengadilan dengan Nomor 
Register Perkara B.01/R.4.10/Ft.1/02/2009 tanggal 6 Februari 
2009, dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
237/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 2 Juni 2010, kedudukan Pak 
Zain selaku Walikota Parepare diberhentikan sementara yang 
ditandai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.73-
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973 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 tentang 




Dari penjelasan di atas, jelas bahwa berdasarkan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri No. 131.73-973 Tahun 2010 tanggal 26 
November 2010 tentang Pemberhentian Sementara Walikota 
Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan Walikota Parepare 
sebagai Kepala Daerah diberhentikan sementara ketika telah ada 
putusan pengadilan Negeri Makassar dan tidak dilakukan saat 
Walikota Parepare berada dalam proses pembacaan dakwaan dan 
penuntutan pidana (requisitoir) di pengadilan. Keputusan Menteri 
Dalam Negeri di atas tertanggal 26 November 2010 membuktikan 
bahwa secara de facto ketika kasus Walikota Parepare telah 
dilimpahkan ke pengadilan Walikota Parepare masih menjabat 
sebagai Kepala Daerah.  
Sementara itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 126 
ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian 
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dijelaskan bahwa Kepala 
Daerah diberhentikan sementara ketika berkas perkaranya telah 
dilimpahkan ke pengadilan dan dalam telah berada pada proses 
penuntutan, sehingga secara de jure tanpa menunggu putusan 
pengadilan, kedudukan Walikota Parepare seyogianya telah berhenti 
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secara otomatis. Keputusan Menteri Dalam Negeri bertanggal 
tertanggal 26 November 2010 dikeluarkan pasca Putusan pengadilan 
Negeri Makassar tertanggal 2 Juni 2010 yang seharusnya dikeluarkan 
pra putusan pengadilan berdasarkan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Jo Pasal 126 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2005.  
Kedudukan Kepala Daerah ketika ditetapkan sebagai tersangka 
dalam perkara tindak pidana administrative corruption sangat jelas 
bahwa dalam kasus Walikota Parepare, terdakwa Drs. Zain Katoe 
masih menjabat sebagai Kepala Daerah. Status tersangka oleh 
Walikota Parepare tidak kemudian secara otomatis diberhentikan 
dari jabatan. Pemberhentian dari jabatan Walikota Parepare ketika 
berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan di 
pengadilan dan penuntutan serta telah memperoleh putusan 










Berdasarkan uraian dan pembahasan dari permasalahan tentang 
kriminalisasi kebijakan terhadap kepala daerah dalam tindak pidana 
administrative corruption, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemidanaan terhadap Kepala Daerah khususnya Walikota Kota 
Parepare, dijatuhkan pidana dengan pidana penjara dan denda 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan. Bentuk pemidanaan dalam tindak pidana 
administrative corruption menggunakan double track system dengan 
bentuk imperatif fakultatif dimana hakim dalam menjatuhkan pidana 
yaitu pidana penjara bersamaan dengan pidana denda yang sifatnya 
fakultatif. 
2. Kedudukan Kepala Daerah ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam 
perkara tindak pidana administrative corruption sangat jelas bahwa 
dalam kasus Walikota Parepare, pelaku masih menjabat sebagai 
Kepala Daerah. Status tersangka oleh Walikota Parepare tidak 
kemudian secara otomatis diberhentikan dari jabatan. Pemberhentian 
dari jabatan Walikota Parepare ketika berkas perkara oleh Jaksa 
Penuntut Umum dilimpahkan di pengadilan dan penuntutan serta telah 




Berdasarkan dari uraian dan pembahasan diatas, maka Penulis 
mengajukan saran yaitu sebagai berikut: 
1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pemangku 
jabatan atau kedudukan seyogianya harus selalu menerapkan 
penjatuhan pidana dengan bentuk imperatif kumulatif walaupun 
secara normatif rumusan pasal disusun dalam bentuk imperatif 
fakultatif. Selain itu, dakwaan dan tuntutan pidana mendapat peran 
penting dalam tujuan pemidanaan sebagai efek jera bagi pelaku 
tindak pidana korupsi kelas kakap seperti Kepala Daerah. Dakwaan 
yang disusun lebih tepat kepada dakwaan alternatif murni, hal mana 
Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda dari segi substansi pasal. Selain itu, 
perlu kiranya penetapan pidana tambahan diterapkan dalam perkara 
korupsi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini berdasarkan kepada 
fakta bahwa Pasal 3 ancaman pidana lebih ringan dari Pasal 2 dimana 
sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, dalam 
penerapannya tidak atau kurang maksimal untuk mencegah dan 
menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah. 
Harapan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi 
melalui pemidanaan yang berat dapat direalisasikan dengan maksima. 
2. Mengingat kedudukan Kepala Daerah ditentukan ketika telah 
ditetapkan sebagai terdakwa kemudian diberhentikan sementara. Hal 
ini tidaklah kemudian memberikan contoh yang baik terhadap 
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pendidikan pencegahan korupsi terhadap masyarakat. Seyogianya 
setiap Kepala Daerah ketika ditetapkan sebagai tersangka agar dapat 
memberhentikan diri secara langsung tanpa perlu menunggu 
keputusan Menteri Dalam Negeri, maka dengan langkah tersebut, 
memberikan dukungan terhadap penegekan hukum khususnya dalam 
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